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2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih
berhadapan dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan
penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula
dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola
Jurnal UIN, Persiapan Uplod Laporan Penelitian, dan WA
ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah 11 Jabar Banten.
Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori
dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat
Keterangan Pendamping ljazah”. Penyajiannya, diawali
dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good
Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen
Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik,
Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis  Kinerja,
Manajmen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan
Petangungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model
Laporan Pertangungjawaban Pennnelitian.

Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-
jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika
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Kata Pengantar
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung

kuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian

merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi
keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Tuntutan akuntabilitas berkembang pesat sejak masa
reformasi. Tidak hanya akuntabilitas keuangan yang
menjadi tuntutan publik tapi juga akuntabilitas kinerja.
Oleh sebab itulah pemerintah kemudian mengeluarkan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), mengharuskan itu. Mendesak
dari segi tuntutan mansyarakat, agar output penelitian
penelitian Perguruan tinggi terstrandarisasi dan layak
berkompetisi ditingkat regional, nasional dan global.

Permasalahan yang terjadi di UIN Sunan Gunung
Djati Bandung pada tahun 2017, Kinerja Peneliti belum
mengalami kategori peningkatan, berdasarkan penilaian
akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. Hal tersebut menunjukkan masih ada
kekurangan dalam implementasi SISLITAPDIMAS.

Penulis buku *“Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan
Penelitian” disajikan secara monograf bertujuan untuk
mengidentifikasi penetapan indikator kinerja, mendeteksi
faktor-faktor penyebab permasalahan dan strategi yang
digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Performance Blueprint digunakan untuk menganalisis
ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Faktor-faktor
yang memyebabkan permasalahan dalam akuntabilitas
kinerja ialah perubahan peraturan perundangan, sosialisasi
kebijakan yang belum tepat sasaran, kuantitas dan kualitas
SDM, dan data kinerja yang belum akurat. Lebih spesifik
pada tingkat individu disebabkan belum adanya
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konsistensi antara sistem perencanaan dengan sistem
penganggaran dan perbedaan persepsi di antara evaluator.
Strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pendampingan,
mengadakan koordinasi dan membangun sistem informasi
yang terintegrasi.

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung,
mengapresiasi atas terbitnya buku “Akuntabilitas Kinerja
Dan Pelaporan Penelitian. Merupakan Perspektif baru,
sekaligus menggeser paradigma akuntabiitas dari teori klasik
yang berfokus pada sistem administrasi dengan penekanan pada
struktur formal dan institusi pemerintahan yang memisahkan
antara administrasi dan politik, dan neo-klasik yang berfokus
pada penggunaan praktek manajemen yang berbasis bisnis (new
public management). Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja
Dan Pelaporan Penelitian, dalam perspektif good governance
tidak hanya menekankan pada efiensiensi penggunaan
sumberdaya tetapi lebih jauh bagaimana sumberdaya yang
digunakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Bandung, 27 Agustus 2018
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Pengantar Penulis

S egala puji kami panjatkan kepada Allah swt. yang telah
memberikan nikmat-Nya yang tidak terbatas. Salawat dan
salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah
membawa umat dari alam kegelapan ke alam yang terang
berderang dengan cahaya iman dan Islam. Berkat rahmat dan
taufik dari Allah swt., pulalah, penyusunan buku “Akuntabilitas
Kinerja Pelaporan pelaoran Penelitian”.

Buku monograf ini di gagas atas dorongan dan motivasi
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug
Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun
2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan
dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan penelitian.
Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di
group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan
Uplod Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti
Kopertais Wilayah Il Jabar Banten.

Atas dasar itu, kami mencoba untuk memenhuhi amanah
dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk memberikan yang
terbaik walau di tengah perjalanan penelitian kami pun, masih
mengalami hambatan. Tetapi kami tetap berusaha untuk
memberikan yang terbaik walaupun kami sadari masih ada
planning kerja yang tidak terealisasikan. Karena sesungguhnya
kita hanya pantas untuk merencanakan namun Allah
berkehendak lain, andaipun adanya sebuah keberhasilan
dari program yang terlaksana itu tidak terlepas dari bantuan-
Nya dan berkat usaha teman-teman yang berusaha menjalankan
tugas ini.

Dalam buku ini, kami mencoba memandukan teori dengan
pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam
Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan
Pendamping ljazah”. Penyajiannya, diawali dari Pendahuluan,
memuat: Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good
Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja
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Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen
Perencanaan Kegiatan Penelitian,  Manajemen Pelaksanaan
Kegiatan Penelitian  Berbasis Kinerja, Manajmen Evaluasi
Program Kegiatan Penelitian, Laporan Petangungjawaban
Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertangungjawaban
Pennnelitian.

Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-
jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian
materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi
ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi
penyelenggaraan kepengurusan Penelitian  berikutnya dan
menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode
kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional.
Tiada embun yang lebih bening selain kebeningan hati, tulusnya
jiwa membuka pintu maaf.

Sekali lagi tidak ada keberhasilan yang sempurna selain
keberhasilan rencana-rencanaAllah SWT, namun hendaknya
suatu keberhasilan tidaklah dilihat dari faktor hasil yang
tercapai maupun kegagalan yang terjadi, tetapi lebih indah jika
dilihat dari faktor proses tercapainya tujuan tersebut ataupun
usaha-usaha maksimal yang telah dilaksanakan. Karena dari
proses itulah banyak hikmah yang dapat dipelajari dan menjadi
acuan pada kegiatan berikutnya.

Kami tim peneliti Penelitian Terapan dan Pengembangan
Perguruan Tinggi tahun 2018 “Kesiapan PTKIS Dalam
Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan
Pendamping ljazah” memohon maaf atas kekurangan dan
kekhilafan dalam melaksanakan amanah ini. Terakhir, kami
serahkan seluruh daya dan upaya kami kepada Zat Yang Maha
Mengatur segalanya, Allah swt.

Bandung, 17 Agustus 2018
Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM
Drs. Nasihudin, M.Pd.
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BAB |
TUNTUTAN AKUNTABILITAS
DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

B erbagai makna akuntabilitas muncul seiring dengan

perkembangan orientasi penyelenggaraan kepemerin
tahan. Dalam perspektif good governance penyelenggaraan
kepemrintahan tidak hanya berupaya mencapai tujuan-tujuan
ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan antara
tanggungjawab negara dengan masyarakat (warga Negara).
Dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negara,
warga negara harus ditempatkan tidak hanya sebagai konsumen
dari produk kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara
negara, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak
terhadap pemerintahnya, berhak menilai segala tindakan
pemerintahnya. Selain itu, warga negara harus dihormati
keinginannya agar pemerintahnya dalam melaksanakan
aktivitasnya lebih efisien menggunakan sumberdaya, hak-
haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan
pilihannya juga dihormati.

Berangkat dari dasar berpikir tersebut menyebabkan
terjadi perubahan orientasi mekanisme akuntabilitas yang
selama ini lebih banyak dikenal dengan akuntabilitas politik.
Pergeseran tersebut dintandai dengan munculnya berbagai jenis
mekanisme akuntabilitas professional, hukum/legal, organisasi/
birokrasi, sosial/masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas
harus dimaknai sebagai bentuk responsif, responsibel,
transparan, dapat dikontrol, dan liability.
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Perspektif baru ini sekaligus menggeser paradigma
akuntabiitas dari teori klasik yang berfokus pada sistem
administrasi dengan penekanan pada struktur formal dan
institusi pemerintahan yang memisahkan antara administrasi
dan politik, dan neo-klasik yang berfokus pada penggunaan
praktek manajemen kepemerintahan yang berbasis bisnis (new
public management). Dengan demikian akuntabilitas dalam
perspektif good governance tidak hanya menekankan pada
efiensiensi penggunaan sumberdaya tetapi lebih jauh bagaimana
sumberdaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabel).

A. Filosofi Makna dan Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) dalam konteks administrasi
publik senantiasa menarik untuk dikaji, sebab pusat daripada
praktek administrasi pemerintahan justru terletak pada isu-isu
sekitar akuntabilitas (Frederickson, 1997: 172). Di negara-
negara Eropa misalnya, akuntabilitas telah lama menjadi
perhatian terutama dalam kaitan dengan pembuatan kebijakan.
Akuntabilitas merupakan konsep yang terus menerus
mengalami perkembangan dan terus menerus digunakan karena
memberikan citra transparansi dan kepercayaan bagi yang
menjalankannya.

Pertimbangan agar institusi publik dapat memper-
tanggungjawabkan setiap keputusan maupun sumberdaya yang
digunakan semakin hari semakin tinggi intensitasnya. Hal ini
tentu saja tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh berbagai
faktor antara lain;

1. Tekanan fiskal (fiscal pressures)

Adanya kewajiban pertanggungjawaban, karena tekanan
fiskal (fiscal pressures), yaitu meningkatnya belanja pemerintah di
satu sisi dan semakin tingginya angka pengangguran dan
kemiskinan di sisi yang lain sehingga mendorong berbagai pihak
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mempertanyakan efektivitas birokrasi pemerintah. Tudingan
tersebut muncul karena di satu sisi mesin pemerintah dianggap
terlalu gemuk dan terlalu mahal, sementara di sisi yang lain
mengabaikan kondisi-kondisi sosial yang terkait dengan
persoalan pengangguran dan tingginya biaya ekonomi.

Pengelolaan pemerintahan pada dasarnya tidak hanya
berupaya mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga
dalam konteks hubungan antara tanggungjawab negara dengan
masyarakat. Masyarakat ingin diperlakukan tidak hanya sebagai
konsumen tetapi sebagai citizens (warga), yang memiliki hak
terhadap pemerintahnya, serta berhak menilai segala tindakan
pemerintah. Masyarakat menginginkan pemerintah lebih efisien,
dan idealnya lebih hemat. Masyarakat juga menginginkan hak-
haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan
pilihan mereka juga dihormati.

2. Tuntutan Kualitas

Faktor kedua adalah kualitas. Warga masyarakat pada
dasarnya bukanlah orang yang sekedar pengkonsumsi, tetapi
dia juga adalah pemilik modal dari negara ini. Karena itu, warga
masyarakat secara aktif mendefinisikan terus menerus dirinya
sebagai konsumen daripada hanya sekedar pengkonsumsi dari
jasa dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

3. Tuntutan Perubahan

Gelombang reformasi telah melahirkan tekanan-tekanan
baru terutama dalam kaitan dengan perubahan. Perubahan tidak
hanya dalam hal perubahan fundamental dalam memberikan
pelayanan, tetapi juga menawarkan peluang kepada pembuat
kebijakan untuk mencari satu solusi terhadap tekanan
pertentangan antara perbaikan layanan dan pengurangan peran
negara. Para pembuat kebijakan terkadang melihat perubahan
sebagai alat untuk menambah dan memperkuat kekuasan
ditingkat pusat, padahal jarak mereka dengan permasalahan
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ada pada level bawah (desentralisasi), bahkan mereka kadang
beranggapan bahwa perubahan merupakan peluang untuk
mendapatkan keuntungan politik dan pribadi.

B. Memposisikan Akuntabilitas Pada Sektor Publik

Di dalam administrasi publik modern, akuntabilitas adalah
raja, dan hasil yang dapat diukur adalah satu keharusan
(Hodge, Graeme, 1993: 4). Persoalannya adalah bagaimana
menentukan dengan tepat konsep mengenai akuntabilitas.
Pemahaman yang tepat memungkinkan kita menentukan aspek-
aspek apa saja yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai
akuntabilitas dari pemangku jabatan. Oleh karena itu, persoalan
pertama yang terkait dengan dengan hal tersebut vyaitu
persoalan konseptual. Persoalan konseptual bermakna bahwa
apa sebenarnya yang dimaksud dengan akuntabilitas?

Akuntabilitas seringkali digunakan dalam pengertian yang
agak luas, misalnya seringkali disamakan dengan konsep
evaluasi, namun hakekatnya akuntabilitas merupakan konsep
yang dapat dipersaingkan dengan responsivitas, tanggung-
jawab, dan efektivitas. Pertanyaan kedua terkait dengan
persoalan analitis, yaitu apa saja yang mencakup tipe-tipe
akuntabilitas?

Berdasarkan  definisi yang sempit, akuntabilitas
merupakan serangkaian dimensi yang dapat digunakan untuk
menggambarkan berbagai macam hubungan pertanggung
jawaban dan susunannya dapat ditemukan di dalam domain
yang berbeda dari kepemerintahan. Pertanyaan ketiga terkait
dengan pertanyaan evaluatif, yaitu mengenai bagaimanakah
seharusnya kita menilai hubungan antara akuntabilitas dengan
rezim?

Kata akuntabilitas awalnya berasal dari bahasa Anglo-
Norman, dan bukan dari Anglo-Saxon. Secara historis dan
semantik kata akuntabilitas sangat terkait dengan kata akuntansi
(accounting) dimana secara harfian berarti pembukuan. Di dalam
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diskursus politik, akuntabilitas dan akuntabel tidak lagi
membawa citra pembukuan yang kaku dan administrasi
keuangan, tetapi membawa janji keadilan dan kepantasan.
Akuntabilitas tidak mengacu kepada raja untuk menilai, tetapi
sebaliknya  vyaitu kewenangan  yang  dimiliki raja
dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya.

Pada akhir abad dua puluh, bentuk akuntabilitas bergerak
dari pemahaman akuntansi keuangan ke akuntabilitas publik
dan berjalan paralel dengan kemunculan pendekatan new public
management oleh pemerintahan Margaret Thatcer dan
Reinventing Government yang digagas oleh pemerintahan Clinton
dan Gore di Amerika Serikat. Kedua bentuk reformasi tersebut
memperkenalkan gaya manajemen dan instrumen swasta ke
dalam sektor publik.

Dalam idiologi new public management, akuntabilitas publik
merupakan instrumen dan sekaligus sebagai sasaran. Instrumen
berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisiensi
kepemerintahan, dan secara gradual menjadi sasaran di dalam
dirinya sendiri. Sebagai sebuah konsep akuntabilitas agak sukar
dipahami, ia telah menjadi kata yang dipersoalkan seperti
learning, resonsibility, solidarity dimana tidak ada yang dapat
menjadi objek. Ini adalah satu kata politik yang dapat digunakan
untuk menambah argumen vyang bertele-tele, untuk
memasukkan satu citra kebenaran, kesetiaan, dan keadilan.

Di dalam ilmu politik dewasa ini dan wacana para
cendekiawan, akuntabilitas seringkali menjadi payung
konseptual yang mencakup berbagai macam konsep yang
berbeda. Digunakan sebagai sinonim untuk berbagai kebutuhan
definisi politik seperti transparansi, keadilan, demokrasi,
efisiensi, responsivitas, tanggungjawab, dan integritas (Mulgan,
Richard. 2000:3). Terminologi ini telah muncul sebagai
terminologi umum untuk berbagai macam mekanisme yang
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membuat institusi lebih responsif terhadap publiknya. (Behn,
R.D. 2001:6).

Para cendekiawan di Amerika dan didalam wacana
politik, akuntabilitas seringkali digunakan secara bergantian
dengan kata good governance atau prilaku berbudi. Akuntabilitas
dalam pengertian yang luas ini bukanlah konsep yang
bertentangan, atau sebuah konsep tanpa batas tertentu. Bagi
O’Connel, akuntabilitas terlihat apabila layanan yang diberikan
publik berkualitas tinggi, biaya yang dikeluarkan minim, dan
terlaksana dengan baik (O’Connle, Lenahan. 2005: 85).

Koppel dalam bukunya Patahologies of  Accountability
menjelaskan dimensi-dimensi akuntabilitas. Koppel
menyebutkan tidak lebih dari lima dimensi akuntabilitas yaitu
trasparency, liability, controllability, responsibility, dan responsivenss,
dimana masing-masing dimensi tersebut memberi gambaran
dan konsep yang memayungi dirinya sendiri (Koppel,
Jonathan GS. 2005:94). Sedangkan menurut Bovens pengertian
akuntabilitas dapat dibagi ke dalam pengertian luas dan sempit.
Akuntabilitas dalam pengertian luas akuntabilitas lebih
bernuansa konsep evaluatif, bukan konsep analitik. Akuntabiitas
juga terkait erat dengan aspek responsiveness dan sense of
responsibility, keinginan untuk berprilaku atau bertindak secara
transparan, adil, dan dengan cara-cara yang wajar. Menurut
Bovens akuntabilitas ini dinamakan dengan tanggungjawab aktif
(active responsibility) atau tanggungjawab sebagai kebajikan,
karena  memberikan  standar untuk lebih  proaktif
mempertanggungjawabkan prilaku aktor (Bovens, Mark.
1998:433). Namun menurut Gallie akuntabilitas dalam
pengertian ini pada hakekatnya masih merupakan konsep yang
masih dipertentangkan (Bovens, Mark. 2006:9).

Definisi yang paling ringkas mengenai akuntabilitas
adalah kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan
tindakan. Definisi ini memberikan pengertian secara tidak
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langsung terhadap hubungan antara aktor (yang dinilai),
penilai, dan forum, pejabat penilai atau yang dinilai. Penjelasan
dan pembenaran tidak dibuat dalam satu ruang hampa, tetapi
berhadap-hadapan atau berlawanan secara signifikan dengan
pihak yang lain. Hal ini biasanya mencakup tidak hanya sekedar
memberikan informasi tentang kinerja dari pihak yang dinilai,
tetapi juga kemungkinan untuk dilakukan perdebatan,
pengajuan pertanyaan oleh forum dan jawaban oleh aktor, dan
akhirnya penilaian aktor oleh forum. Penilaian juga memberikan
pengertian secara tidak langsung tentang pengenaan sanksi
informal dan formal bagi aktor atas kinerja yang tidak tercapai
di satu sisi, dan pemberian penghargaan bila kinerjanya baik di
sisi yang lain. Inilah yang kita sebut dengan akuntabilitas yang
sempit (narrow accountability). Oleh Bovens disebut dengan
istilah tanggungjawab pasif (passive responsibility) atau
tanggungjawab sebagai akuntabilitas (responsibility-as-
accountability), karena aktor berkewajiban untuk dinilai oleh
forum, ex post facto, bagi tingkah lakunya.

Paling kurang menurut Bovens terdapat tujuah elemen
yang disebut dengan akuntabiltas sempit yaitu ada aktor yang
menyediakan informasi mengenai tindakannya kepada forum;
harus ada unsur menjelaskan dan menilai tindakan aktor-dan
bukan propaganda, atau menyediakan informasi atau instruksi
kepada publik. Penjelasan harus diarahkan pada forum tertentu
dan tidak diberikan secara acak. Aktor mesti merasa
berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Harus
ada kemungkinan untuk diperdebatkan dan dinilai akuntabilitas
yang disampaikan oleh aktor kepada forum, ada satu pilihan
penggunaan sanksi (informal) atau penghargaan, dan bukan
satu monolog tanpa keterlibatan. Terakhir, memenuhi syarat-
syarat sebagai akuntabilitas publik, penilaian yang telah
diberikan harus dapat diakses oleh publik, bukan hanya semata-
mata dari kalangan internal saja, dan informasi yang diperoleh
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publik tidak boleh berlainan. (Bovens, Mark. 2006:9).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas
publik terjadi manakala: ada hubungan antara aktor dengan
forum; dimana aktor diwajibkan menjelaskan dan dinilai
tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan, memberikan
penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi.

C. Oirientasi Pelaksanaan Akuntabilitas

Dalam dua dekade terakhir kita telah menjadi saksi dari
pendewaan pemikiran Neo-liberalisme. Prinsip-prinsip Neo-
Liberalisme bahkan telah diterjemahkan keseluruh spektrum
reformasi dan merasuk ke dalam sektor publik. Reformasi
ekonomi yang terjadi telah berfokus pada liberalisasi pasar
sebagai akibat dari distorsi yang dihasilkan oleh intervensi
pemerintah sebelumnya: reformasi sektor publik pun akhirnya
mengikuti logika yang sama, ketidakjelasan perbedaan antara
publik dan swasta (privat), dan upaya mengurangi ukuran dan
aktivitas negara, sambil memperkenalkan disiplin atau prinsip-
prinsip sektor swasta ke dalam sektor publik.

Penerapan ini berlangsung dari satu konsepsi ekonomi
politik tertentu kepada suatu ide bahwa sektor publik terdiri
dari seperangkat institusi yang khusus dan sempit serta dengan
identitas yang unik. Menilai pemerintah atau sektor publik
dapat dilakukan dengan cara menganalisis negara dalam
konteks hubungan yang lebih luas antara masyarakat dengan
ekonomi; mengikuti logika ini kemudian prinsip-prinsip neo-
liberalisme selanjutnya diterapkan kepada area kebijakan sosial
dan juga kebijakan ekonomi.

Perkembangan hubungan yang nampak nyata tersebut
ditandai dengan munculnya ide mengenai ‘“good governance”
yang mendasarkan diri pada konsepsi politik, terutama
ditujukan pada pelaksanaan reformasi yang lebih tepat. Ketika
akar sosialisme runtuh di Uni Sovyet dan di beberapa negara
Eropa Timur, ide ini kemudian mendapatkan bentuk dan
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substansinya dimana berasal dari kebijakan baru mengenai
kondisi politik yang diterapkan, baik oleh negara donor yang
sifatnya bilateral maupun multilateral terkait dengan
pembangunan dan transisi ekonomi. Strategi awal
pembangunan ekonomi pada saat itu terkait dengan reformasi
struktural. Pendekatan baru ini mendua karena tidak konsisten
baik di dalam konsepsi maupun dalam praktek. Lebih nyata dari
kontroversi tersebut yaitu munculnya intervensi ekonomi oleh
donor. Hal ini memunculkan pertanyaan termasuk juga
kecurigaan akan adanya tekanan politik baru jika diterapkan.

Studi administrasi publik terutama bila dikaitkan dengan
apa yang seharusnya pemerintah lakukan ternyata lebih
kompleks bila dibandingkan dengan abad dua puluh
sebelumnya, karena ia merefleksikan perluasan secara
substansial dari tanggungjawab sosial dan ekonomi
pemerintahan modern. Karena itu, bentuk tradisional
pemerintahan pada awalnya berasal dari teori klasik birokrasi
yang diperkenalkan oleh ahli sosiologi Jerman yang dipelopori
oleh Max Weber. Birokrasi klasik lebih berfokus pada sistem
administrasi, dan secara esensial terdiri dari analisis struktur
formal dan institusi pemerintahan, dimana secara konseptual
melakukan pemisahan antara administrasi dan politik.

Kerangka analisis tersebut selanjutnya diperluas dan
dikritisi lebih jauh oleh dua perspektif lainnya yaitu perspektif
kebijakan publik dan administrasi/manajemen pubik. Perspektif
kebijakan publik lebih berkonsentrasi pada proses kebijakan
daripada institusi formal. Perspektif ini memiliki perhatian
utama pada: konteks politik dimana administrasi publik
berlangsung; organisasi dan jaringan pribadi yang mencakup
formulasi dan penyampaian kebijakan; kesuksesan, kegagalan
dan keinginan mengenai kebijakan aktual, terkait dalam
mekanisme implementasi sampai kepada hasilnya; konsep
utama dari negara, esensinya untuk memahami hubungan
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antara administrasi dan sistem politik, dan antara politik,
ekonomi dan masyarakat (Minogue,dkk.207:3).

Perspektif manajemen publik pada dasarnya terbentuk
dari prinsip-prinsip ekonomi neo-klasik, telah diarahkan pada
pertanyaan penting mengenai ukuran, peran dan struktur sektor
publik, termasuk pada negara-negara yang sedang membangun.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa dibeberapa negara sektor
publik justru telah gagal menjadi mesin pembangunan nasional.
Di beberapa negara bahkan menjadi penghambat bagi
pembangunan. Birokrasi publik dianggap tidak mampu
mengelola dengan efektif sarana yang terkait dengan
kepentingan publik seperti suplai listrik atau telekomunikasi.
Pegawai dipandang sangat tidak fleksibel dan terlalu berdasar
pada aturan untuk merespon kebutuhan perubahan, sehingga
kebijakan industri yang dicanangkan justru menghalangi
perusahaan berkembang daripada membantu mempromosikan
perusahaan. Sebaliknya sektor swasta justru dipandang lebih
memiliki kapasitas manajerial, lebih fleksibel karena didorong
oleh tingkat persaingan untuk lebih efisien dan efektif dalam
menyediakan berbagai aktivitas yang sebelumnya diasumsikan
menjadi bagian sektor publik.

Pemerintahan di berbagai negara, baik yang sudah maju
maupun yang masih berkembang selanjutnya melakukan review
terhadap peran pegawai, kewenangan pemerintah daerah, dan
perusahaan publik. Banyak fungsi-fungsi sebelumnya dijalankan
oleh organisasi sektor publik diprivatisasi agar lebih
menguntungkan. Kewenangan pemerintah daerah kemudian
diperkuat terutama dalam kegiatan-kegiatan seperti tender
(procurement), namun dengan catatan harus mampu bersaing
dengan pemasok dari swasta. Perubahan dramatik ini didorong
oleh konsensus ideologi global, dan di banyak negara perubahan
ini justru menjadi satu masalah namun sekaligus juga
menantang. Isu-isu  mengenai  nilai-nilai  institusional,
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kepercayaan, norma-norma serta sikap individual, mengarah
kepada satu fokus yakni pada kultur organisasi, dan bagaimana
hal ini dapat dirubah oleh pembuat kebijakan dan pimpinan
tertinggi (UNDP, 1995:415). Keseluruhan label manajemen
publik dianggap sebagai cara yang akurat menangkap
keseluruhan hubungan publik dan sektor swasta. Gelombang
reformasi ini yang pada awalnya berasal dari negara-negara
ekonomi maju seperti Inggris, selanjutnya meluas tidak hanya
kepada ke negara-negara transisi ekonomi namun juga ke
negara-negara yang sedang membangun.

Meskipun orientasi privatisasi dari reformasi di dalam
pemerintahan diakui penting, namun peran penting pemerintah
di negara-negara yang sudah maju atau negara yang terlebih
dahulu menerapkannya ternyata masih tetap ada dalam kaitan
dengan upaya mengelola responsivitas dengan efektif terutama
kebutuhan sosial dan ekonomi dari masyarakatnya, atau dengan
kata lain terkait dengan manajemen pembangunan (World Bank,
1997: 211). Pemerintah di negara maju nampaknya telah mampu
mengurangi terpusatnya kebijakan ekonomi, namun pusat
masih akan terus bertanggungjawab dalam mendesain dan
menerapkan kebijakan publik secara efektif, terutama dalam
hubungannya dengan transformasi ekonomi, mengurangi
kemiskinan, peningkatkan kinerja pertanian, penyediaan
lapangan kerja, pasokan layanan sosial yang lebih baik dan
perlindungan terhadap lingkungan (UNDP 1995:307).

Manajemen dan administrasi pembangunan tidak dapat
mengelak dari munculnya isu-isu seperti desain, implementasi
dan evaluasi kebijakan. Pengembangan kebijakan merupakan
tanggungjawab  utama  pemerintah  di  negara-negara
berkembang, yang mencakup isu-isu ekonomi (pertumbuhan
ekonomi, perdagangan, belanja dan kebijakan fiskal, hubungan
antara desa dan perkotaan). Manajer publik merupakan ‘agen
pembangunan’, karena itu manajer publik harus diberdayakan
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dan dilengkapi kemampuan untuk melakukan perannya.
Efektifitas manajemen pembangunan juga secara tidak langsung
menyatakan efektivitas pembangunan manajemen. Isu ini
dipandang memiliki hubungan erat baik pada negara-negara
yang berada dalam transisi ekonomi maupun pada negara-
negara yang perekonomiannya telah maju. Reformasi sektor
publik dikenal sebagai komponen penting dari program
reformasi, baik pada negara yang mengalami transisi ekonomi
maupun yang telah maju.

Reformasi sektor publik dibanyak negara telah mampu
mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi. Namun harus disadari
bahwa pemerintahan modern tidak hanya sekedar efisiensi,
tetapi juga terkait dengan hubungan akuntabilitas antara negara
dengan masyarakatnya; masyarakat yang yang diperlakukan
tidak hanya semata-mata sebagai konsumen atau kustomer
(seperti di dalam pendekatan manajemen publik baru) tetapi
sebagai warga negara (citizen), yang memiliki hak terhadap
pemerintahnya, menilai tindakan yang telah diambil termasuk
berbagai kegagalan pemerintahnya. Warga negara berkeinginan
agar pelayanan yang diperoleh lebih efisien, dan idealnya
dengan pajak yang rendah, dan secara simultan hak-hak mereka
dapat dilindungi, suara mereka didengar, nilai-nilai dan pilihan-
pilihannya dihargai.

Pada level penyediaan layanan, perubahan manajerial
dapat mengurangi akuntabilitas: pada level sistem
pemerintahan, institusi akutabilitas dapat menjadi lemah atau
tidak hidup. Isu-isu akuntabilitas, pengawasan, responsivitas,
transparansi dan partisipasi, paling tidak sangat penting sebagai
isu ekonomi dan efisiensi. Dengan demikian bagi warga negara,
pertanyaan tentang hukum hanya dapat dijamin oleh negara -
dan dilegitimasi oleh negara.
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D. Akuntabilitas dan Good Governance

Istilah “governance” pada dasarnya dimaksudkan untuk
menggambarkan perhatian yang lebih luas, namun istilah
tersebut ternyata tidak tepat dan tidak disepakati, dan ini
terlihat ketika kita menilai serangkaian definisi yang dipakai
oleh beberapa badan publik yang berbeda. Kelahiran kata good
governance dalam definisi politik pertama kali digunakan oleh
Department for International Development (tadinya pembangunan
administrasi di luar Inggris) di bawah label “good government”.
Hal ini disusun atas empat komponen utama. Pertama, legitimasi
yang menyatakan secara tidak langsung bahwa sistem
pemerintahan  mesti  berlangsung dengan  pesetujuan
pemerintah, karenanya pemerintah mempunyai alat untuk
memberikan atau tidak memberikan persetujuan; kedua,
legitimasi dipandang di dalam dokumen kebijakan di Inggris
dijamin oleh kaum pluralis, dan demokrasi multi partai.
Akuntabilitas mencakup keberadaan mekanisme dimana ada
kepastian bahwa pejabat publik dan pemimpin politik
bertanggungjawab  bagi tindakannya, bertanggungjawab
terhadap penggunaan sumberdaya publik, dan melakukan
transparansi pemerintah serta kebebasan media. Memiliki
kompetensi membuat dan menjalankan kebijakan publik yang
tepat termasuk kemampuan menyampaikan layanan kepada
publik secara efisien.

Definisi lain diberikan oleh United Nation Development
Programme (UNDP, 1995:55) yaitu dengan membedakan label
dari kata ‘governance’. Sedangkan prinsip-prinsip governance
tetap sama, dan hanya ada dua variasi makna yang signifikan.
Pertama, UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas
pluralis, multi partai, sistem yang berorientasi pada pemilihan,
pengakuan bahwa bentuk kewenangan politik dapat
menggabungkan efisiensi dan akuntabilitas di dalam cara yang
berbeda. Kedua, mengakui bahwa ada satu masalah mengenai
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nilai-nilai budaya, dan bahwa sistem governance dapat beragam
dalam merespon perbedaan susunan nilai-nilai  yang
ditempatkan pada ekonomi, politik, dan hubungan sosial,
memberikan perbedaan bobot ide-ide seperti partisipasi,
individualitas, perintah dan kewenangan.

Contoh terakhir yang digunakan oleh Bank Dunia, dimana
melompat dari label netral ‘governance” menjadi ‘“good
governance”. Menurut dokumen Bank Dunia good governance
pada awalnya lebih menekankan pada ketebukaan dan
pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, kebijakan
profesional dan manajemen kapabilitas, dan penggunaan
dengan efektif sumberdaya untuk mencapai perbaikan tingkat
pembangunan sosial dan ekonomi. Namun kondisi tersebut
masih  memerlukan partisipasi masyarakat yang Kkuat,
pelaksanaan yang jelas di dalam aturan hukum, sehingga
akhirnya Bank Dunia tidak dapat menolak loncatan ke arah
wilayah teritori politis (dan kontroversial); dan hampir separuh
pinjaman pemerintah  antara tahun 1991-1993 merupakan
proyek dengan konotasi politik yang tidak dapat dielakkan
(World Bank,1994: 307).

Jika membandingkan definisi tersebut, maka kita bisa
melihat bahwa good governance bertujuan untuk mencapai tidak
hanya sekedar manajemen efisiensi dari sumber daya ekonomi
dan finansial, atau layanan publik tertentu, tetapi juga
merupakan strategi reformasi yang luas untuk memperkuat
lembaga masyarakat sipil, dan membuat pemerintah lebih
terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Karena itu,
manajemen publik adalah komponen stratejik yang lebih luas
dari good governance dan kita bisa melihat bahwa pertimbangan
efisiensi manajemen publik senantiasa dikombinasikan dengan
pertimbangan akuntabilitas pemerintah (Stokke, O. 1995: 209).

Pertanyaan terakhir yang muncul jika kita mulai
mengidentifikasi model efisiensi global (new public management),
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dapatkah juga kita mengidentifikasi model global akuntabilitas
tersebut? jika kita menghubungkan dan mengintegrasikan dua
model ini (efisiensi dan akuntabilitas) maka kita kemudian pada
akhirnya akan bersentuhan dengan satu model global
kepemerintahan dengan penerapan yang bersifat universal.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perhatian yang
semakin tinggi tentang akuntabilitas mencapai momentumnya
ketika paradigma administrasi publik memasuki era yang
disebut dengan good governance. Karena itu, good governance
pada saat ini merupakan salah satu terminologi yang sangat
populer dan merupakan konsep yang banyak diacu dalam studi
administrasi publik. Good governance dianggap sebagai obat
mujarab untuk menyembuhkan penyelenggaraan pemerintahan
yang sangat terpusat pada kekuasaan pemerintah semata. Agere
menggambarkan good governance sebagai sebuah paradigma baru
dalam administrasi publik (Sam Agere, 2000:1). Mahathir
Mohamad mendefinisikan good governance sebagai berikut:
*“....good governance as the exercise of political, economic and
administrative authority to manage a nation’s affairs. This include
the complex array of mechanisms, processes, relationships and
institutions through which citizens manage affairs involving public
life.” (Sam Agere, 2000:2).

Definisi Mahathir Muhamad di atas memperlihatkan
bahwa good governance merupakan pelaksanaan dari otoritas
politik, ekonomi dan administratif dalam kaitannya dengan
pengelolaan negara. Termasuk di dalamnya mekanisme, proses,
hubungan dan institusi yang bersifat kompleks dimana
masyarakat juga ikut mengelolanya sejauh menyangkut
kepentingan umum. Sedangkan pilar utama dalam good
governance adalah akuntabilitas, transparansi, pemberantasan
korupsi, partisipasi, dan kepastian hukum (Sam Agere, 2000:2).

Pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean
government juga merupakan bagian penting dari good governance.
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Itu berarti pemerintah harus bebas dari pelaksanaan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Sam Agere, 2000:61). Sejalan
dengan keterlibatan yang semakin luas dan mendalam dari
pemerintah ke berbagai proses pembuatan kebijakan pelayanan
publik dan implementasinya, maka semakin bertambah pula
kegiatan dan ukuran birokrasi pemerintahan. Selain itu,
birokrasi pemerintahan masih dibebani dengan pelaksanakan
tugas-tugas pemerintahan tradisional, yaitu mempertahankan
hukum dan ketertiban masyarakat, serta membangun berbagai
infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pada masa Kini
pemerintah terpanggil pula untuk menangani masalah-masalah
yang lebih luas seperti sektor pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan sosial. Keadaan ini memposisikan birokrasi
sebagai pemain sentral dalam melayani berbagai kebutuhan
publik, mulai dari perumus dan pembuat kebijakan, sebagai
agen perubahan sosial, agen pembangunan, sebagai manajer
untuk menghadapi krisis, pekerja sosial, perantara berbagai
kelompok kepentingan (interest brokers), pejabat humas (public
relations expert), pengatur tata niaga berbagai komoditas
ekonomi, sampai menjadi juru bicara berbagai kelompok
kepentingan (OPD.Jabbra, 1989:1).

Akibat lebih lanjut dari situasi ini  semakin
terkonsentrasinya kekuasaan di tangan para pelaksana kebijakan
publik. Jika kondisi ini tidak dikontrol dan dicermati dengan
baik, berbagai kemungkinan tindak penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaksana kebijakan publik
tidak dapat dihindari, seperti melakukan korupsi, tindakan tidak
etis, sampai penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas publik
untuk  kepentingan pribadi dan golongan. Perilaku
penyimpangan tersebut terbuka lebar karena kesempatan dan
peluang untuk melakukan tindakan itu relatif cukup lebar bagi
pemegang mandat pelayanan publik.
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Dengan demikian, kebijakan publik yang telah dihasilkan
pemerintah harus dapat dinilai akuntabilitasnya termasuk dalam
hal kualitas pelayanan publik yang telah mereka hasilkan.
Dalam kondisi ini terlihat betapa pentingnya akuntabilitas yang
mengedepankan aspek-aspek good governance. Atas dasar itulah,
maka penting ditekankan bahwa mekanisme akuntabilitas
penyelenggara negara tidak hanya bertumpu pada akuntabilitas
politik saja seperti yang banyak dipaktekkan selama ini, dimana
bila pemerintah memberikan laporan pertanggungjawaban di
parlemen dianggap telah menjalankan akuntabilitasnya. Yang
perlu dikembangkan lebih jauh sejalan nafas prinsip good
governance yaitu mekanisme akuntabilitas profesional/birokrat,
legal, organisasi/birokrasi, masyarakat/social.
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BAB Il
KONSEP AKUNTABILITAS UBLIK

R epublik Indonesia saat ini sedang memasuki masa

pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi
hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu
usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah
dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada
pemerintah dengan mencoba mewujudkan  suatu
pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal
dengan istilah good governance. Upaya ini juga didukung oleh
banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga
eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh
lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Arie
Soelendro (2000:13), unsur-unsur pokok upaya perwujudan good
governance ini adalah transparency, fairness, responsibility dan
accountability. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat
bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan
keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala
bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility)
dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul sebenarnya sebagai
akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai
bidang serta kemajuan profesionalisme.

Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama
pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan
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pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.
Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi
ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol
sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar
wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten,
bahkan di Perguruan Tinggi, para dosen saat ini mulai sibuk
membahas laporan pertanggungjawaban kepada atasannya
masing-masing dengan lebih seksama. Kerap terjadi
pernyataan ketidakpuasan atas hasil kinerja kepemimpinan
dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun
penggunaan anggaran belanja. Melihat pengalaman di negara-
negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan
masyarakat tentang akuntabilitas kinerja tidak dapat dipenuhi
hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu
lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi
dengan ekonomis, efisien dan efektif.

A. Konsep Dasar Akuntabillitas
1. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemempuan memberi jawaban
kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/
sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu
organisasi. (Syahrudin Rasul, 2002: 8). Menurut UNDP,
akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan
kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan
serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat
lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan
dating (Tim Penyusun Sistem AKIP, 2002; 12).

Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang
lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi.
Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik
untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal
(masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal
(otoritas yang lebih tinggi) (Turner and Hulme; 1997:17).
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Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang
atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan
tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal
maupun secara horizontal.

2. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Menurut Malik Imron, (2005:24), ada 5 aspek yang harus

difahami, berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:
a. Akuntabitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah/ sebagaimana
yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia “yaitu
merupakan sebuah kontrak antara dua pihak “

b. Akuntabilitas Berorientasi Hasil

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini
akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun autput
melainkan kepada outcome.

c. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas
Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata
kunci yang digunakan dalam  mendiskusikan dan
mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung
jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang
bersama konsekuensi.

d. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan
kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan
hukuman.

3. Alat-alat Akuntabilitas

Karena akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari
alatalat akuntabilitas adalah pada pelaporan Kkinerja, baik
perhatian maupun hasilnya. Malik Imron, (2005:25), Alat-alat
Akuntabilitas mencakup:

a. Rencana Stratejik
Rencana stratejik adalah suatu proses yang membantu
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organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus
diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang
harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut
adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu
organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu
kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu
organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan
perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi
hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
b. RencanaKinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk
mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan
strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan
sumber daya yang dianggarkan.
Cc. Kesepakatan Kinerja

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara
dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan
sebuah proses untuk mengukur Kinerja dan bersamaan dengan
itu membangun akuntabilitas.
d. Laporan Akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk
program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan
yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan
kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama
organisasi.
e. Penilaian Sendiri

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor
kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan
kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta
mengendalikan dan meningkatkan proses itu.
f. Penilaian Kinerja

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan
memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual
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selama periode review tertentu dengan kinerja yang
direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal
yang perlu diperhatikan, perubahan atas Kkinerja yang
diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.
g. Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para
manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan
waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan
biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan
menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai
peraturan yang berlaku.
4. Tingkatan Akuntabilitas

Ada aepuluh tingkatan akuntabilitas menurut majalah
Akuntansi (Malik Imron, 2005:19), diantaranya:
Akuntabilitas Personal
Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.
Akuntabilitas Individu
Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.
Akuntabilitas Tim
Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.
Akuntabilitas Organisasi
Akuntabilitas Internal dan Eksternal didalam organisasi.
. Akuntabilitas Stakeholders
j- Akuntabilitas yang terpisah antara stakeholders dan
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organisasi.

B. Akuntabillitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi
sektor public terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Elwood
(Syahrudin  Rasul, 2002: 11), mengelompokan dimensi
akuntabilitas ada lima, yaitu:
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang
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disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi
dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya
supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin
adanya praktik organisasi yang sehat.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait
dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai
akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah
pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi
secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-
program organisasi hendaknya merupakan program yang
bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi
dan tujuan organisasi. Lembaga publikharus mempertanggung
jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan
program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan
apakah tujua yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal
dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga public hendaknya dapat memper-
tanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat
kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut,
mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan
terkait dengan pertanggung-jawaban pemerintah atas kebijakan
yang telah diambil.
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5. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ini  merupakan pertanggungjawaban
lembagalembaga publik untuk menggunakan dana publik
(public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada
pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas
financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama
masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga
publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambar
kan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

C. Akuntabillitas dan Tranfarasi
1. Akuntabilitas dan transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan atribut yang
terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak independen,
sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi
(Shende dan Bennett, 2004).

Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa
esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi
dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap
permasalahan information asymmetry. Teori asimetri informasi
beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi
antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung
terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat
yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa
kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan
untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan
merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Fungsi, transparansi adalah memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
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peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).

Adapun, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005).

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif
suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggung
jawaban (LAN, 2003
2. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban
mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan
terhadap peraturan perundangan-undangan.

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup
penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi
pemerintah (LAN, 2003). Transparansi dibangun atas dasar
kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat.

Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan
publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang
membutuhkan (Mardiasmo, 2002).

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan
tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka
menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak Negara
mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai top secret,
secret, confidential dan restricted, dan official secrets acts
membuat unauthorized disclosure terhadap suatu criminal
offence. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara
maju maupun negara berkembang, adalah kerahasian (Shende
dan Bennet, 2004).

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.
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Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat
(misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari
pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas
pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip

Akuntansi Berterima Umum atau Generally Accepted Accounting

Principles/ GAAP).

Setiap entitas pada hakikatnya harus mempertanggung
jawabkan seluruh proses kegiatan kepada stakeholder termasuk
masyarakat umum agar dapat menunjukkan bentuk
transaparansi serta akuntabilitas yang baik. Tujuan penyajian
laporan keuangan sektor publik menurut Governmental
Accounting Standard Board (GASB, 1999), adalah sebagai
berikut:

a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk
menjadi akuntabel secara publik;

b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna
laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan,
keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk
memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka
menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi
penting.

3. Kriteria Akuntabilitas Laporan Keuangan

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

b. Pertanggungjawaban dana publik

C. Penyajian tepat waktu

d. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan
memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Adanya pertanggungjawaban terbuka;

b. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;

c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil
audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria di atas, tidak ada
ktiteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan
keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut
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sebagai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Definisi dan criteria di atas hanya mencakup akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan
keuangan.

Dalam ranah keuangan public, UU no 17 tahun 2003
menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah
satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan public.
Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus
memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun,
hingga saat ini belum ada criteria normative mengenai
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bahkan dalam
PSAP pun belum disebutkan criteria laporan keuangan yang
akuntabel dan transparan.

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan criteria laporan
yang relevan dan andal. Dalam PSAK no 1, laporan keuangan
disebut relevan jika berguna bagi pengguna informasi untuk
mengambil keputusan. Sedangkan laporan keuangan disebut
andal jika dapat mememenuhi syarat sebagai berikut.

a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasildan posisi
keuangan perusahaan.

b. Menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian
atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.

Cc. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
Mencerminka kehati-hatian.

e. Mencakup semua hal yang material

Jadi, jelas jika sebuah laporan keuangan memenuhi syarat
tersebut, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan
andal.

Menurut Mulyadi (2007) menguraikan pengertian kinerja
keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional
suatu organisasi dan Kkaryawannya berdasarkan sasaran,
standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya
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Analisis laporan keuangan berarti melakukan kegiatan
menganalisis atau menalaah hubungan antara satu atau lebih
pos-pos dalam neraca, Angka-angka yang tertera dalam laporan
keuangan itu menggambarkan Kkinerja perusahaan dan
kemampuan manajemennya dalam mengelola usaha tersebut.
Dari angka tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk
memproyeksikan apa yang akan terjadi.

D. Kebijakan  Akuntabilatas  Pelaporan Keuangan  di
Indonesia

Di Indonesia diatur mengenai ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Peraturan mengenai ketepatan
waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam). Peraturan tersebut diatur dalam UU No.8 tahun 1995
dan Peraturan Bapepam No. X.K.2 keputusan ketua Bapepam
No0.80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan
keuangan  berkala setiap  perusahaan  publik  wajib
menyampaikan laporan keuangantahunan yang sudah diaudit
selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggalberakhirnya tahun
buku.

Pada tanggal 30 September 2003 Bapepam mengeluarkan
PeraturanBapepam No X.K.2, Lampiran keputusan ketua
Bapepam No. Ke.36/PM/2003tentang kewajiban penyampaian
laporan keuangan berkala untuk memperbaharui keputusan
ketua Bapepam No0.80/PM/1996. Pada keputusan ketua Bapepam
dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disertai dengan
laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan
kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga
atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan
keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi
administratif. Dari peraturan tersebut diketahui bahwa
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut
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sangat penting. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan
keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi
administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pasal 63
huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal yang
menyatakan bahwa: “Emiten yang pernyataan pendaftarannya
telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000
(satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian
laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling
banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang
membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi
pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

a. Dapat Dipahami; Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya
disesuaikan dengan batas para pengguna;

b. Relevan; Laporan keuangan dianggap jika informasi yang
disajikan didalamnya dapat mempengaruhi keputusan
pengguna;

c. Keandalan; Informasi dalam laporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material;

d. Dapat diperbandingkan; Informasi yang disajikan akan lebih
berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan
keuangan pada periode ((Suwardjono, 2005.:122).

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut SFAC No. 1 tentang Objective of Financial
Reporting by Business Enterprises (Yadiati, 2007: 44), tujuan
pelaporan keuangan adalah:
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a. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor,
dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses
pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit,
dan keputusan lain yang sejenis.

b. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor,
dan pengguna lainnya yang membantu dalam menilai
jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas
dari deviden atau bunga dan pendapatan dari penjualan,
penebusan atau jatuh tempo, sekuritas atau pinjaman.
Menaksirkan aliran kas masuk (future cash flow) pada
perusahaan.

¢. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim
atas sumber daya tersebut dan perubahannya.

Rumusan tujuan pelaporan keuangan tersebut, berkaitan
dengan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Informasi yang berguna untuk keputusan kredit dan
investasi.

b. Informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas.

c. Informasi tentang alokasi sumber daya ekonomi, klaim dan
perubahannya.

Tujuan  laporan  keuangan  menurut  Trueblood
(Suwardjono, 2005: 116), dikhtisarikan sebagai berikut:

a. Tujuan dasar laporan keuangan adalah menyediakan
informasi untuk membuat dasar keputusan ekonomi.

b. Pemakaian informasi memiliki keterbatasan wewenang
informasi. Oleh karena itu, bagaimana laporan tersebut harus
dapat menyajikan informasi kepada berbagai jenis pengguna
yang memiliki segala keterbatasan.

¢. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan
kreditor dalam menaksirkan earning power dan aliran kas
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perusahaan. Perbandingan dan evaluasi aliran kas, baik
jumlah dan ketidakpastian yang meliputinya.

d. Earning power adalah bukan semata-mata kemampuannya
dalam menghasilakan laba bersih semata (akuntansi) tetapi
meliputi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas.

Tujuan laporan keuangan harus menyajikan informasi
yang factual, akrual, objektif, dan informative yang cukup untuk
melakukan penafsiran tentang transaksi-transaksi bisnis yang
berguna untuk memprediksi, membandingkan earning power
tersebut. Perlu diketahui bahwa informasi yang diperlukan
untuk menafsirkan tentang transaksi-transaksi bisnis yang
berguna untuk memprediksi, membandingkan earning power
tersebut. Perlu diketahui bahwa informasi yang dioerlukan
untuk penafsiran dan prediksi tersebut kadang kala bersifat
subjektif. Oleh karena itu, asumsi-asumsi yang digunakan
mendasari evaluasi dan prediksi tersebut kadang kala bersifat
subjektif, maka harus diungkapkan.

Dari tujuan pelaporan dalam teori akuntansi yang telah
diuraikan diatas, diakui bahwa kenyataannya masih ada
kelemahan yang dirasakan dari konseptual framework tersebut.
Kelemahan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan erosi
kredibilitas pelaporan keuangan seperti berikut ini:

a. Beberapa metode akuntansi diterapkan untuk fakta yang
sama

b. Metode akuntansi kadang diterapkan untuk melakukan
pratik income smooting secara artificial.

c. Laporan keuangan gagal memberikan tanda terhadap
masalah keuangan perusahaan dimasa mendatang.

d. Off balance sheet financing dianggap pratik lazim.
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Sementara itu, bagi organisasi nirlaba (nonbisnis) tujuan
pelaporan keuangan akan berbeda dengan pelaporan keuangan
untuk perusahaan bisnis. Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan
karakteristik organisasi yang bebeda. Berikut adalah
karakteristik dari organisasi nonbisnis antara lain:

a. Tidak terdapatnya indicator kinerja seperti pada perusahaan
bisnis.

b. Tujuannya tidak mencari keuntungan

c. Jumlah sumber daya yang diterima dari penyedia sumber
daya, maka penyedia sumber daya tersebut tidak berharap
menerima pembayaran atau manfaat ekonomi dari sumber
daya yang diberikannya.

d. Hak kepemilikan tidak dapat dijual, ditransfer atau ditebus,
atau tidak terdapat hak untuk memperoleh bagian distribusi
sumber daya residual ketika organisasi tersebut dilikuidasi.

Contoh organisasi nirlaba adalah yayasan social, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), non-government organization
(NGO), universitas, unit pemerintahan pusat dan daerah, dan
organisasi keagamaan. Jadi siapa pengguna informasi dari
organisasi nhonbisnis ini?

Berikut ini merupakan pengguna informasi dari organisasi
nirlaba, diantaranya:

e. Penyandang dana dan pemberi kontribusi

f. Anggota dari organisasi tersebut yang memperoleh manfaat
dari jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut.

g. Badan pengawas yang mengatur dan bertanggung jawab
dalam menyusun kebijakan dari organisasi tersebut.

h. Manajer yang mengelola organisasi tersebut. (Yadiati,
2007:53)

Statement of Financial Accounting Concepts (SPAC)
mengemukakan bahwa tujuan pelaporan keuangan organisasi
nonbisnis sebagai berikut:
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. Memberikan informasi yang berguna kepada pengguna

dalam mengambil keputusan rasional tentang alokasi sumber
daya dalam organisasi.

. Memberikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber

daya dalam menilai jasa yang dalam organisasi nonbisnis dan
kemampuanya untuk meneruskan penyediaan jasa tersebut.

. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai

pekerjaan manajemen dan Kkinerja manajer organisasi
nonbisnis  dalam  melaksanakan  tugasnya,  seperti
akuntabilitasnya.

. Memberikan iformasi tentang sumber daya ekonomi,

kewajiban, penggunaan sumber daya (aktivitas organisasi),
atau sumber daya bersih dari organisasi non bisnis tersebut.
(Suwardjono, 2005.:133).

Kriteria Pelaporan Keuangan

Dalam paragraf berikutnya SFAC mengemukakan bahwa

pelaporan harus menyajikan tentang kinerja dan earnings dari

satu kesatuan usaha tersebut, yaitu:

a.

34

Pelaporan harus menyediakan informasi tentang Kkinerja
keuangan perusahaan (financial performance) selama satu
periode tertentu.

Pelaporan kinerja keuangan tersebut berguna untuk
mengukur earning power dengan seluruh komponennya,
karena para pengguna sangat berkepentingan atas prospek
penerimaan kas bersih dari perusahaan.

Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi, bagaimana
manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan kepada
para stakeholders-nya atas pengelolaan sumber daya
ekonomi yang telah dipercayakan kepada manajemen.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA PUBLIK

ndang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
U nomor 20 Tahun 2003 pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa
sumber anggaran pendidikan berasal dari anggaran internal dan
eksternal. Anggaran internal bersumber dari masyarakat dalam
bentuk dana pendidikan dari orang tua peserta didik yang
diserahkan kepada sekolah, sedangkan anggaran eksternal
bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, pasal 49 UU Sisdiknas menyatakan bahwa
pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan
minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan
di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dana
penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari
APBN. Pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang
tua murid. Kesemua anggaran tersebut dikelola dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

Besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat
tersebut, menuntut institusi pendidikan (Sekolah-
Pendidikan Tinggi), untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja.
Sistem akuntansi digunakan sebagai alat untuk menjamin
akuntabilitas dan transparansi dalam penyeleng garaan
kegiatan pendidikan. Akuntansi merupakan proses pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-
transaksi keuangan entitas sebagai suatu kesatuan dari unit-
unitnya serta penafsiran atas hasil-hasil dari aktivitas (sistem dan
mekanisme penganggaran) yang dilakukan.
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A. Konsep dasar Kinerja
1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai
banyak arti. Menurut Abdul Halim (2002) kinerja dapat
berarti suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan di
Mmana tujuan organisasi ingin dicapai. Definisi lain dari kinerja
menurut Sri Ningsih (2002) kinerja mungkin berfokus pada input,
misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan
politik atau birokratis. Kinerja mungkin juga berfokus pada
aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan
kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program
atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang
berlaku atau standar proses yang ditetapkan.

Kinerja mungkin juga berfokus pada jumlah output
suatu program atau kegiatan, misalnya jumlah produk atau
jasa yang telah diberikan atau disediakan bagi kolega, klien
dan publik atau masyarakat. Kinerja juga mungkin berfokus
pada efisiensi atau produktivitas yang menghubungkan output
dengan input. Sedangkan menurut Indra Bastian (2001), kinerja
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang
dalam perumusan skema strategis (strategic planning)
suatu organisasi.

Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus diukur dan
dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di
masa yang akan datang dalam visi dan misi organisasi. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah
suatu konstruk yang bersifat multidimensional yang
pengukurannya bervariasi tergantung kompleksitas faktor-faktor
yang membentuk Kinerja.
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Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus
diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan
organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh
organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggung
jawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam
menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan
selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan
tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi
oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu.
Menurut Moeheriono (2012:133), pengaruh kinerja individu
dan kelompok terhadap kinerja organisasi disajikan pada
gambar 3.1 berikut:

Kinerja Kinerja Kinerja
Individu ::> Tim/Kelompok ::> Organisasi
Faktor Kinerja : Faktor Kinerja : Faktor Kinerja :
- Knowledge - Keeratan Tim - Lingkungan
- '\1"'”_ . - Kepemimpinan - Kepemimpinan
: lr:lL[::]:“Lﬁl - Kekompakan - Struktur Organisasi
- Struktur Tim - Pilihan Strategi
- Peran Tim - Teknologi
- Norma - Kultur Organisasi
- Proses
Gambar 2.1

Pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap Kkinerja

organisasi

Sumbe : Moeheriono (2012)

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut Mahmudi (2002) didefinisikan
sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Definisi diatas juga dikemukakan oleh LAN
(2003:13) dalam mendefinisikan indikator Kkinerja, dan
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ditambahkan dengan memperhitungkan indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits), dan dampak (impacts).

Penetapan indikator kinerja yang baik sangatlah penting,
karena indikator Kkinerja dapat dijadikan suatu dasar dalam
mengukur suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja kita
dapat mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah
dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, penetapan
indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan
yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran
yang ditetapkan serta data pendukung yang harus
diorganisasikan.

3. Penilaian dan Pengukuran Kinerja

Penilaian kinerja menurut Simanjuntak (2005) adalah
penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu
organisasi, bagian operasional dan karyawannya berdasarkan
sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Mahmudi (2002) pengukuran kinerja
didefinisikan sebagai pengukuran hasil dan efisiensi jasa atau
program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Untuk
melakukan pengukuran Kinerja, diperlukan informasi
akuntansi terutama menentukan indikator Kkinerja
(performance indicator) sebagai dasar penilaian Kkinerja.
Manajemen akan mengalami kesulitan untuk melakukan
pengukuran Kkinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang
memadai. Dalam pengukuran Kinerja, informasi yang digunakan
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

a. Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan

pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan
dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara
kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians
secara garis besar berfokus pada:
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1) Varians pendapatan (revenue variance)
2) Varians pengeluaran (expenditure variance)
3) Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance)
4) Varians belanja investasi/modal (capital expenditure variance)
b. Informasi Non-Finansial
Penilaian  kinerja ~ menurut  Simanjuntak  (2005)

memberikan dua alasan penting, yaitu:

1) Untuk memperbaiki pelayanan publik (improved public
service)

2) Untuk memperbaiki akuntabilitas (improved accountability)

B. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No:
239/1X/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran
dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan  tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

1. Pengertian Instansi Pemerintah

Definisi instansi pemerintah menurut Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/1X/6/8/2003
adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari:
Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan
Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian
Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar
Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan
Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan
lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara,
termasuk Lembaga Pendidikan.
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2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian
disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut
Laporan Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat
terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut :

a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas
umum penyelenggaraan negara

b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stasf instansi yang
bersangkutan

¢. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan

d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan
manfaat yang diperoleh

e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat

f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. (LAN, 2003:5).

C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya
dilakukan berulang untuk melaksanakan suatu serangkaian
aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni lebih kurang
membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulang
serangkaian tahap tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2002).
Pembangunan serangkaian sistem dalam organisasi bertujuan
untuk menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik
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dalam rangka mencapai tujuan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi
pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertang
gungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan Kinerja,
pengukuran Kinerja, dan pelaporan kinerja (LAN, 2003:3).

1. Kebijakan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah
Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan
bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Kinerja
instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas

semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan

kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga
dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif
terhadapa aspirasi masyarakat dan lingkungannya

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan nasional

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2. Strategi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
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(satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, sehingga
Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan
program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang
diinginkan dan dapat dicapai (Instruksi Presiden No : 7 Tahun
1999). Dengan perencanaan strategis berarti organisasi telah
mempunyai komitmen dan menyiapkan diri melakukan
perubahan (LAN, 2003:14).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya.

1) Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi pemerintah, visi berkaitan dengan pandangan ke depan
menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan
diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN, 2003:7).
Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003
rumusan visi hendaknya:

(@) Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi

(b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas

(c) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai
gagasan strategik yang terdapat dalam sebuah organisasi

(d) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga
segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan
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membentuk masa depan organisasinya

(e) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam
lingkungan organisasi

() Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan
organisasi

Dan dengan adanya rumusan visi yang jelas, diharapkan
mampu:

(@) Menarik komitmen dan menggerakkan orang

(b) Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi

(c) Menciptakan standar keunggulan

(d) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa
depan

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur
organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang
pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan
segala sumber daya instansi.

2) Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi
yang telah ditetapkan (LAN, 2003:7). Misi suatu instansi harus
jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karena misi
merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran
yang akan dicapai, misi juga membawa organisasi kepada
suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang
dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/ 2003,
Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan
masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders),
dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai
dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. Rumusan
misi hendaknya:

(@) Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi
(b) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan
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dicapai

(c) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang
akan dilayani oleh instansi pemerintah

(d) Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders

3) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahunan (LAN, 2003:8). Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan misi. Tujuan juga tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus
dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
datang.

Kriteria penyusunan tujuan stratejik menurut Modul Diklat
Teknis LAKIP yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri
Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

(@) Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, dan
memperjelas visi yang telah ditetapkan,;

(b) Merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan
yang teridentifikasi dalam  kajian lingkungan
internal/eksternal serta dikembangkan untuk menjawab
isu-isu stratejik;

(c) Tidak akan mengalami perubahan yang bermakna,
kecuali apabila terjadi sesuatu perubahan yang sangat
mendasar atau apabila hasil yang diinginkan dalam
mengatasi isu stratejik tertentu tidak tercapai;

(d) Mencangkup jangka waktu yang relatifpanjang, lebih
dari dua tahun;

(e) Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan pada saat
kini dengan tingkat pelayanan yang ingin dicapai;
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(f) Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh
organisasi;

(9) Menunjukkan kejelasan arah organisasi dan program-
programnya Harus menantang, akan tetapi realistis dan
dapat dicapai

4) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada
tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan
rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing (LAN,
2003:8).

b. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-
program (LAN, 2003:8).

1) Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pegembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,
tujuan, serta visi dan misi intansi pemerintah (LAN, 2003:8).

2) Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
rangka Kkerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran tertentu (LAN, 2003:9).

3) Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program
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yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Di dalam rencana Kierja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan (LAN, 2003:12).

(a) Sasaran

-Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan yang telah ditetapkan (LAN, 2003:13). Penetapan
indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan
yang realistis degan memperhatikan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.
Indikator kinerja hendaknya:

- Spesifik dan jelas

- Dapat diukur secara obyektif

- Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

- Tidak bias

-Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kkinerja digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (LAN, 2003:18).
Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator Kkinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Untuk melakukan pengukuran Kinerja, pemerintah
memerlukan informasi akuntansi terutama menentukan
indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian
kinerja. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan
pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang
memadai. Sasaran yang dimaksud pada rencana Kkinerja
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ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen
renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan
diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan
rencana tingkat capaiannya (targetnya) (LAN, 2003:12).
(b) Program

Program-program yang ditetapkan merupakan
program-program Yyang berada dalam lingkup kebijakan
tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi diuraikan pada
dokumen rencana strategik. Selanjutnya diidentifikasi dan
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada
tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan (LAN, 2003:13).
(c) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai
dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu (LAN. 2003:13).
c. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan
yaitu penetapan indikator Kinerja, pengumpulan data
kinerja, dan cara pengukuran Kinerja. Penetapan indikator
kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja sebagaimana
yang diuraikan dalam perencanaan Kkinerja. Pengukuran
kinerja ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan
data kinerja. Data kinerja lazimnya dipeoleh melalui dua sumber
yaitu:
- Data internal, berasal dari sistem informasi yang

diterapkan pada instansi
- Data ekternal, berasal dari luar instansi baik data primer
maupun data sekunder
Pengumpulam data kinerja diarahkan untuk
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mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,

dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan

dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan

manfaat, efisiensi dan efektivitas (LAN, 2003:1 8).

Pengukuran kinerja mencakup: (LAN, 2003:19)

- Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian
target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing
keompok indikator kinerja kegiatan

- Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang
merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang
telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam
dokumen Rencana Kinerja

1) Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang
akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis
efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan
input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi
dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan
oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula
pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan
hasil, manfaat atau dampak (LAN, 2003:25).

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan
pembandinganpembandingan antara:
- Kinerja nyata dengan kinerja direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang

48 A. Rusdiana &Nasihudin



unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor
Sswasta

- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau
dengan standar internasional

2) Analisis Akuntabilitas Kinerja
Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan

pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi
sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam
analisis ini
perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran
dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan,
program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut
dilaukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh
secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan
pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan
efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses
pelaksanaannya (LAN, 2003:26).
3. Pelaporan Kinerja
a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk
menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja
secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja
kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan
harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian
dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
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b. Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP

Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat
yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan
dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan
instansi, sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun
1999, dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu
penanggung jawab LAKIP di instansinya masing-masing.
c. Prinsip-Prinsip LAKIP

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip
pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun
secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu
penyusunan laporan harus memperhatikan prinsip-prinsip
lain agar kualitas laporan menjadi baik yaitu: (LAN, 2003:28)

1) Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban
Isi laporan harus proporsional dengan lingkup

kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, dan
memuat keberhasilan maupun kegagalan
2) Prinsip Prioritas

Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan
bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi
yang diperlukan dan upaya-upaya tindak lanjutnya
3) Prinsip Manfaat

Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi
peningkatan pencapaian kinerja
d. Format dan Isi LAKIP

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya
diseragamkan. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk
mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat
dalam LAKIP sehingga memudahkan pembandingan
ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.

LAN, (2003:29), menjelaskan bahwa Format Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal terdiri dari:
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama
tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang
mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat
mandat apa yang dibebankan kepada instansi (ga mbaran umum tupoksi).
I.LRENCANA STRATEGIS
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : Rencana Strategis dan
Rencana Kinerja. Pada awa; bab ini disajikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta b agaiman
kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.
Rencana Strategis
Uraian singkat tentang rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan,
sasaran serta kebijakan dan program instansi.
Rencana Kinerja
Disajikan rencana Kkinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama
menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan
program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
111. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
V. PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan di tahun mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar,
dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain
dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan,
tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan
dan perundangundangan tertentu yang merupakan kebijakan yang
ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu
dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar
lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya

4. Evaluasi atas Penerapan Sistem Akuntabiitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: KEP/1 3 5/M. PAN/9/2004 Evaluasi
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan
dengan meneliti setiap elemen dalam Sistem AKIP yaitu:
Rencana Strategis, Sistem Pengukuran Kinerja, Penyajian
informasi dalam LAKIP.
a. Evaluasi atas Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis beserta dokumen Rencana
Strategis harus dievaluasi untuk mengetahui apa yang
harus dicapai organisasi dalam mewujudkan visi dan
misi organisasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap
perencanaan strategis meliputi perumusan visi, misi, tujuan, cara
mencapai tujuan dan sasaran, serta pemanfaatan rencana
strategis.

1) Evaluasi Perumusan Visi
Proses perumusan visi dilakukan melalui tahapan dari

penggalian nilainilai individu, kelompok dan kemudian
organisasi. Proses ini harus dilakukan secara bertahap untuk
menghasilkan suatu visi organisasi yang dapat diterima oleh
seluruh anggota organisasi dan membangun komitmen yang
kuat dari seluruh anggota organisasi untuk secara bersama-
sama mewujudkannya.
Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah visi:
- Dirumuskan cukup jelas
- Menarik dan menantang
- Memberikan motivasi kepada anggota
organisasi/instansi
- Dirumuskan secara partisipatif
- Mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang
terkait
- Mempertimbangkan nilai-nilai luhur
(b) Membuat kesimpulan penilaian

2) Evaluasi Perumusan Misi
Misi merupakan rangkaian tugas utama yang harus
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terselenggara dengan baik sebagai langkah pertama dalam
rangka mewujudkan visi.
Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah misi:

- Sesuai dengan mandat yang diperoleh

- Sesuai dengan visi instansi

- Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi instansi

- Simpel, jelas, dan tidak berdwimakna

- Mudah diingat

- Menjelaskan mengapa organisasi ada
(b) Membuat kesimpulan penilaian
3) Evaluasi Perumusan Tujuan

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh

organisasi merupakan rincian visi dimana tergambar bukan
hanya kurun waktu yang dicakup, melainkan juga berbagai
faktor organisasional lainnya, seperti peran dan mandat yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah evaluasi
(a)Teliti dan nilai apakah tujuan:

- Tidak bertentangan dengan visi

Terkait dengan pelaksanaan misi

- Mempertimbangkan lingkungan internal dan
eksternal

- Mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan

Dirumuskan dengan tepat dan jelas

(b)Membuat kesimpulan penilaian
4) Evaluasi Perumusan Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran

lebih konkret atau lebih nyata daripada hal-hal yang tertuang
dalam tujuan organisasi. Sasaran lebih bersifat kuantitatif atau
dapat juga bersifat kualitatif dengan didukung oleh indikator
kinerja yang kuantitatif. Sasaran diprediksi untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun. Dengan
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dirumuskannya sasaran maka organisasi telah dapat

menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam

suatu tahun anggaran. Langkah evaluasi

(@) Teliti dan nilai apakah sasaran: Spesifik. Terukur,
Dapat dicapai, Berorientasi hasil dan manfaat, Disusun
sesuai dengan batas-batas tahun fiskal

(b) Membuat kesimpulan penilaian

5) Evaluasi Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Evaluasi cara mencapai tujuan dan sasaran termasuk

penelitian dan penilaian terhadap struktur program dan

kegiatan yang nyata dan logis. Dalam melakukan evaluasi cara

mencapai tujuan dan sasaran, harus dilakukan analisis logika
program.

Analisis ini meneliti kelayakan struktur program
yang mencantumkan berbagai kegiatan, memetakan
hubungan (meneliti hierarki) antara kebijakan, program, dan
kegiatan dengan hierarki yang ingin dicapai, serta indikator-
indikator yang diperlukan guna mengukur kemajuan dan
keberhasilan.

(a) Teliti apakah penetapan suatu kebijakan, program, dan
kegiatan dapat diterima akal sehat;

(b) Dilakukan analisis atas logika hubungan sebab akibat.
Hubungan sebab akibat ini harus menjadi justifikasi
mengapa suatu kegiatan atau program diberikan prioritas
alokasi pembiayaannya

6) Evaluasi Pemanfaatan Renstra
Penelaahan atas pemanfaatan Renstra merupakan hal

penting yang harus diperhatikan. Jika dalam penyusunan
Renstra sudah memenuhi kaidah-kaidah yang baik, maka
tidak hanya proses perumusannya yang baik, tetapi dokumen
Renstra-nya juga akan baik, sehingga perlu diteliti apakah
Renstra telah dimanfaatkan dengan baik. Simpul
penting yang menandakan adanya pemanfaatan Renstra
dengan baik adalah jika Renstra tersebut dijadikan acuan utama
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dalam penyusunan rencana kinerja, rencana operasional, dan
penganggaran.
b. Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran Kkinerja merupakan inti dari
Sistem AKIP, yang bermanfaat mengetahui kinerja organisasi
sehingga pimpinan organisasi dapat mengendalikan organisasi.
Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara
capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau
ukuran kinerja sebagai alat ukurnya. Evaluasi atas Sistem
Pengukuran Kinerja meliputi evaluasi atas indikator kinerja,
perencanaan kinerja, cara pengukuran kinerja, dan review atas
evaluasi instansi/unit kerja

1) Evaluasi atas Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen

untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai
selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan
pengukuran kinerja suatu instansi sangat ditentukan oleh
ketepatan indikator kinerja yang digunakan sehingga evaluasi
atas kewajaran dan kebenaran dari indikator kinerja sangat
diperlukan.
Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah indikator kinerja yang digunakan:
- Memenuhi ciri-ciri indikator yang baik dan memadai
baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya
- Dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan
- Tepat untuk mengukur suatu dan selaras satu sama lain di
dalam struktur organisasi
(b) Membuat kesimpulan penilaian

2) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Evaluasi perencanaan kinerja bertujuan untuk:

(a) Menilai bahwa rencana kinerja digunakan sebagai wahana
untuk memonitoring dan persiapan yang matang dalam
mengelola sumber daya dan menigkatkan kinerja instansi
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(b)Memberikan rekomendasi perbaikan atas perencanaan
kinerja
Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah:
- Dokumen rencana Kkinerja telah ditetapkan oleh
pimpinan instansi/unit yang berwenang
- Proses penyusunan rencana kinerja telah dilakukan
secara partisipatif sehingga merupakan komitmen
bersama
- Sasaran telah dijabarkan dalam target-target yang nyata
dan terukur serta mempertimbangkan kemampuan
sumber daya organisasi
(b) Target ditetapkan sebelum tahun anggaran yang
direncanakan dimulai
2. Membuat kesimpulan penilaian

3) Evaluasi atas Cara Pengukuran Kinerja
Evaluasi atas cara pengukuran kinerja bertujuan untuk:

(@)Menilai kewajaran dan ketepatan penilaian kinerja
organisasi

(b)Menilai keandalan sistem informasi yang digunakan untuk
pengumpulan data kinerja organisasi

(c) Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara pengukuran
kinerja

Langkah evaluasi

(a) Teliti dan nilai apakah:

- Sistem informasi yang digunakan  untuk
mengumpulkan data mengandung pengendalian
intern yang baik

- Data dasar yang digunakan sebagai pembanding
dapat diandalkan

- Terdapat alternatif lain yang menggambarkan tingkat
kinerja yang ada

(b)Membuat kesimpulan penilaian

56 ‘ A. Rusdiana &Nasihudin



4) Evaluasi atas Penyajian Informasi dalam LAKIP
Evaluasi atas penyajian informasi dalam LAKIP dapat

dilakukan dengan menelaah dokumen LAKIP dan meggali
informasi mengenai penggunaan informasi dalam LAKIP.
Penyajian informasi dalam LAKIP yang baik adalah bahwa
LAKIP berisi pertanggungjawaban pimpinan instansi yang
dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya secara jelas
dan transparan,sesuai dengan prinsip penyusunan laporan,
relevan,konsisten, akurat, objektifdan wajar.
Langkah evaluasi, meliputi:

(@) Teliti dokumen LAKIP dengan menitikberatkan pada

format penyajian laporan dan isi informasi dalam LAKIP
(b) Teliti pengkomunikasian LAKIP dan pemanfaatan

LAKIP
(c) Membuat kesimpulan penilaian
D. Akuntabilitas Kinerja Perguruan

Tinggi
1. Akuntabilitas Kinerja Pendidikan

Akuntabilitas kinerja sangat penting karena tingginya
tuntutan stakeholder terhadap pertanggungjawaban Kkinerja
sekolah. Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang
amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Herawati, 2011),
sedangkan  Akuntabilitas kinerja  pendidikan adalah
kemampuan (sekolah PT), mempertanggungjawabkan kepada
publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan
(Fatah, 2004).

Tujuan akuntabilitas program-program pada perguruan
tinggi bergeser kearah kualitas pendidikan, produktivitas
organisasi, dan responsibilitas eksternal terhadap prioritas-
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prioritas masyarakat atau tuntutan pasar (Burke, 2005:4).
Berdasarkan konsepsi ini maka akuntabilitas pengelolaan sebuah
perguruan tinggi, bersifat internal berupa tanggung gugat
kepada atasan atau pihak yayasan saja, tetapi juga memiliki
dimensi tanggung gugat kepada pihak-pihak luar (eksternal)
sebagai pemangku kepentingan.

Ada berbagai macam jenis akuntabilitas, sebagaimana
dikemukakan Vidovich dan Slee dalam Burke (2005:3) sebagai
berikut: (1) upward accountability menunjukkan hubungan
tradisional dalam bentuk tanggung jawab bawahan kepada
atasan, mencakup akuntabilitas prosedural, birokratik, legal, dan
vertikal; (2) downward accountability berfokus pada tanggung
jawab pimpinan terhadap bawahan dalam pengambilan
keputusan atau akuntabilitas kesejawatan pada perguruan
tinggi; (3) inward accountability, sebagai organisasi yang
didominasi oleh para profesional, maka berpusat pada tindakan
staf pengajar dalam menerapkan berbagai standar profesional
dan etis, yang disebut sebagai akuntabilitas profesional, dan (4)
outward accountability, dimaksudkan terkait dengan pelanggan
luar, para pemangku kepentingan, pendukung (donatur), dan
pada akhirnya kepada masyarakat dalam arti luas.

State Priorities
(Political)

Academic Concerns Market Forces
(Professional)
Gambar 3.1.
Tiga pilar akuntabilitas Perguruan Tinggi
Burke (2005: 21) menggambarkan dalam Gambar 3.1. ketiga
tekanan program akuntabilitas tersebut sebagai tiga pilar

akuntabilitas perguruan tinggi. Prioritas negara, urusan
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akademik, dan tuntutan pasar masing-masing mencerminkan
kepentingan warganegara, rekan sejawat, dan budaya atau
kepentingan komersial. Prioritas negara mencerminkan
akuntabilitas politik, urusan akademik mewakili akuntabilitas
profesional, dan tuntutan pasar mendorong akuntabilitas pasar.
Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan
tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini
menyebabkan organisasi publik diukur keberhasilannya melalui
efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk
mencari profit, organisasi ini terdiri dari unit-unit yang saling
terkait yang mempunyai misi yang sama yaitu melayani
masyarakat.

Pengukuran kinerja didefinisikan oleh Neely (2005)
sebagai “as the process of quantifying the efficiency and
effectiveness of action”. Pengukuran kinerja memerlukan
keselarasan dengan misi organisasi, kebijakan, dan tujuan
(Kaplan dan Norton (2004); Pongatichat dan Johnston (2008)
dalam Phusavat et al (2008). Perguruan tinggi membantu
meningkatkan basis pengetahuan bangsa dan memainkan
peranan penting dalam membentuk masa depan bangsa. Institusi
pendidikan adalah institusi nirlaba (Druker (1990); Situ, (1999)
dalam ShunHsing Chen (2006). Perguruan tinggi memerlukan
perencanaan strategis. Perencanaan strategis menggambarkan
arah dari posisi sekarang ke posisi yang diinginkan di masa
depan yang diterjemahkan dalam visinya. Perguruan tinggi saat
ini menghadapi pasar yang kompetitif. Hal tersebut
berimplikasi terhadap pemanfaatan sumber daya Yyang
dimiliki agar dapat menarik minat pasar.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat
komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi agar dapat
mengevaluasi pelaksanaan dari rencana strategis yang telah
ditetapkan. Menurut Brookes (2007), pengukuran Kkinerja
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perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan quality
management models yang tercantum dalam Tabel 1., berikut:

Tabel 3.1.
Quality Management Models

Model Definition Definition

FFQM Excellence Model  Nor-prescriptive framework that establishes S eriteria (divided hetween enablers and results), suitable for
any arganisation o use t assess progress fowards excellence.

Balanced Scorecard  Performance/strategic management system which utiises 4 measurement perspectives: financia, customer,
internal process, and learning and growth.

Malcolm Baldridge  Based on a famework of performance excellence which can be used by arganisations to improve performance.
Award 7 categories of erteria: eadershipy stiategic planning; customer and market focus; measurement, analysis, and
Inowtedge management; human resource facus; process management; and resils.

150 9000 Series International standard for generic quality assurance systems. Cancerned with continuous improvement
through preventative action. Flements arecustomer quality and regulatory requirements, and efforts made
to enhance customer satisfaction and achieve continuaus improvement.

Business Process System to enable redesign of business processes, systems and structures to achieve improved performance.
Reengineering It s concerned with change in five companents:strateqy, processes, technalogy, organisation and culture
SERVQUAL Instrument designed ta measure consumer perceptions and expectatians regarding quality of service in'§

dmensions:reliabiliy,tangibles, respansiveness, assurance and empathy and toidentify where gaps exist.

Sumber: Brookes (2007),

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat
penting bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut, dapat
digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta sebagai
dasar penyusunan imbalan dalam perusahaan. Pengukuran
kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard (B SC) (Kaplan
dan Norton, 2001) mempunyai 4 perspektif yaitu: (1) the financial
perspective, (2) the customer perspective,internal (2) business
processes perspective, dan (4) learning and growth perspective.

Setiap ukuran dalam balance scorecard menyajikan suatu
aspek dari strategi perusahaan, karena dengan sistem ini
manajemen dapat menggunakannya untuk berbagai alternatif
pengukuran terhadap halhal berikut: (1) kaktor-faktor kritis
yang menentukan Kkeberhasilan strategi perusahaan; (2)
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menunjukan hubungan individu/sub bisnis unit dengan yang
dihasilkannya, sebagai akibat dari penetapan pengukuran yang
telah dikomunikasikannya; menunjukan bagaimana pengukuran
nonfinansial mempengaruhi finansial jangka panjang, serta
memberikan gambaran luas tentang perusahaan yang sedang
berjalan.

Menurut Mark H. Moore (2003) BSC dapat diterapkan
di organisasi sektor publik karena manajer sektor publik
berupaya menciptakan sesuatu yang setara dengan “financial
bottom line” untuk organisasi sektor publik. Kebanyakan
organisasi nirlaba memahami bahwa tujuan mereka adalah
menghasilkan  hasil sosial yang berharga, bukan
memaksimalkan kinerja keuangan. Di sisi lain, organisasi
nirlaba harus memperhatikan kinerja keuangan mereka
untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.

Aslani (2009) mengungkapkan bahwa terdapat tiga
tantangan dalam penerapan BSC di sektor publik. Pertama,
dukungan dari atasan sangat dibutuhkan oleh sektor publik
atas pelaksanaan BSC. Dukungan tersebut diperlukan sebagai
landasan bagi karyawan untuk ataupun departemen untuk
terlibat dalam penerapan BSC. Kedua, rencana stategis
melalui mekanisme BSC membutuhkan partisipasi dan
keterlibatan aktif dari semua karyawan. Insentif program dan
imbalan bagi karyawan atas keselarasan dengan Kkinerja
organisasi harus direncanakan dan ditetapkan. Ketiga,
sarana komunikasi harus diciptakan (misal melalui webs ite atau
sarana lainnya), sehingga komunikasi tersebut dapat diharapkan
untuk menyisipkan informasi, memberikan hak akses kepada
semua pihak yang terlibat, dan mudah digunakan oleh semua
pihak yang terlibat.

2. Indikator Akuntabilitas KinerjaPerguruan Tinggi

Akuntabilitas Kinerja pendidikan tinggi mempunyai
makna dari para stakeholders-nya, dapat tidaknya Kkinerja
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(produk), prilaku pengelola dapat dipertanggung-jawabkan

secara hukum, etika akademik, agama, dan nilai budaya. Daulat

P.Tampubolon, dalam bukunya Perguruan Tinggi Bermutu

(?”(A.Rusdiana, 2012:102). menegaskan, akuntabilitas perguruan

tinggi dapat dilihat yaitu:

a. apakah peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
dapat dipertanggung jawabkan secara undang-undang?

b. apakah materi kuliah yang diberikan dosen dapat
dipertanggung-jawabkan secara kurikuler dan etika
akademik?,

¢. apakah nilai hasil ujian (IP/IPK) yang diperoleh mahasiswa
terpercaya?,

d. apakah prilaku/sikap kepelayanan para pengelola perguruan
tinggi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika,
agama, dan nilai budaya?,

e. apakah penelitian yang dilakukan dan hasilnya tidak
bertentangan dengan agama dan atau undang-undang?, serta

f. apakah perguruan tinggi mempunyai kode etik,

Kajian empiris tentang kinerja telah banyak dilakukan

oleh beberapa peneliti seperti Antipova dan Antipov (2014),

Micheli dan Neely (2010), Ghobadian dan Ashworth (1994),

Kassel (2008), Moxham dan Boaden (2007), Yuen dan Ng

(2012), Dhermawan et al. (2014), Karmandita dan Subudi

(2014), Safwan et al. (2014), Sanjaya dan Indrawati (2014),

Sulistyaningsih  (2009), Winanti (2011), (A. Rusdiana, 2011),

sehingga memberi wawasan baru pada perkembangan kinerja

pada sektor publik seperti Lembaga-lembaga pemerintahan
dan lembaga lainnya, masih jarang ditemukan yang fokus
pada individu atau kelompok, seperti halnya dibidang
penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat.
Akuntabilitas kinerja sangat penting karena tingginya
tuntutan stakeholder terhadap pertanggung jawaban Kkinerja.
Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah
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untuk  memberikan pertanggungjavwaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Herawati, 2011),
sedangkan.

Implikasi dari itu, muncul masalah asimetri informasi
antara pihak pihak pemegang amanah dengan stakeholders
(pemerintah dan masyarakat) sebagai akibat tingginya perhatian
pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan dalam
konteks ini termasuk penelitian yang menuntut pihak
pemegang amanah, untuk melakukan akuntabilitas kinerja,
oleh karena permasalahan tersebut, yang menjadi grand teori
pada kajian ini adalah teori keagenan dan teori sinyal.

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu
orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (pemilik)
yang menunjuk orang lain sebagai agen (manajer) untuk
melakukan jasa untuk kepentingan prinsipal termasuk
mendelegasikan kekuasaan dalam pembuatan keputusan
(Kassel, 2008).

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa
hubungan keagenan dalam penelitian ini yaitu dengan stake-
holders (pemerintah dan masyarakat), dimana pimpinan sebagai
agen sedangkan stakeholders adalah principal. Instansi mempunyai
tujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat dengan mengoptimalkan Anggaran dengan sebaik-
baiknya serta melakukan sistem pelaporan keuangan secara
transparan. Spence dalam Moxham dan Boaden (2007) me-
nyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak
pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan informasi
relevan yang dimanfaatkan oleh pihak penerima. Sistem
pelaporan keuangan yang baik akan memberikan sinyal
kepada pemerintah dan masyarakat bahwa akuntabilitas
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kinerja yang dilakukan oleh pemeganga amanah sudah bejalan.
Dengan demikian, maka masalah asimetri informasi antara
pihak sekolah selaku agent dengan pemerintah dan mayarakat
(stakeholders) selaku principal dapat dikurangi. Hal ini sejalan
dengan pernyataan Trisnawati dan Ahmad (2013) yang
menyatakan bahwa teori signaling dapat mengurangi asimetri
informasi antara pihak agen dengan principal.

Dalam sektor swasta, Jensen dan Meckling (1976)
mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana
satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen)
untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal
yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan
keputusan kepada agen.

Pengertian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
konsep teori keagenan sektor publik. Zimmerman (A.Rusdiana,
2014) menjelaskan bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam
semua konteks organisasi baik organisasi sektor swasta maupun
organisasi sektor publik. Hal tesebut karena ia berasumsi bahwa
umumnya semua pelaku ekonomi adalah rasional, suka
mengevaluasi, dan memaksimalkan kesejahteraan individual.
Saat kita membandingkan antara agency problem di pemerintahan
dan di lingkungan bisnis maka implikasi besar yang muncul
adalah informasi Pemerintah memiliki demand yang lebih sedikit
dibandingkan di lingkungan bisnis.

3. Faktor yang memegaruhi Rendahnya akuntabilitas kinerja

Rendahnya akuntabilitas kinerja sekolah di atas tidak
terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Menurut Kenis dalam Anjarwati (2012), kejelasan sasaran
anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan
secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut
dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas
pencapaian anggaran tersebut. Selain itu, Perilaku manusia
sebagai individu maupun kelompok akan berpengaruh
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terhadap penyusunan anggaran dan sebaliknya, anggaran
akan berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok.
Proses penyusunan anggaran dapat memotivasi pimpinan
untuk mengembangkan arah bagi organisasi, meramalkan
kesulitan, mengembangkan Kkebijakan masa depan, karena
anggaran mempunyai dampak fungsional dan disfungsional
terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi.

Cara untuk mencegah terjadinya dampak disfungsional
anggaran, bawahan harus diberi kesempatan untuk berparti-
sipasi dalam proses penyusunan anggaran (Nurhalimah dan
Abdullah 2013). Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian
terkait dengan akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah
Kusumaningrum (2010), Herawati (2011), Anjarwati (2012),
dan Emilia et al. (2013) yang menyatakan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah kejelasan
sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian
akuntansi.

a. Kejelasan Sasaran Anggaran

Proses penyusunan anggaran dapat memicu perilaku
dari pelaksana anggaran untuk melakukan senjangan anggaran
yang dikarenakan adanya sikap dan norma subjektif yang
negatif yang dimiliki oleh pelaksana anggaran (Su dan Ni, 2013).
Locke dalam Herawati (2011) menyatakan bahwa sasaran adalah
apa yang hendak dicapai oleh karyawan, dimana dengan adanya
sasaran yang jelas akan memudahkan dalam menyusun target-
target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana
target anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan
tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang yang
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran (Anjar-
wati, 2012).

Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa
anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana
keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk
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suatu periode di masa yang akan datang. Informasi yang jelas,
tepat waktu, dan obyektif sangat diperlukan dalam proses
penyusunan anggaran (Lavarda dan Almeida, 2013). Adanya
informasi yang memadai akan memudahkan penyusun
anggaran untuk dapat menyusun anggaran dengan baik.
Information Asymmetry merupakan suatu keadaan dimana
terdapat ketidakpastian informasi karena di dalam organisasi
ada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak
(Busuioc dan Birau, 2011).
b. Partisipasi Anggaran

Partisipasi dalam proses penganggaran dilakukan untuk
mentransfer informasi yang dimiliki bawahan kepada
atasan (Shields dan Young, 1993). Menurut Milani (1975),
partisipasi anggaran adalah keterlibatan dan pengaruh
bawahan dalam proses pembuatan keputusan anggaran, di-
mana aspirasi bawahan akan lebih diperhatikan sehingga
lebih dimungkinkan bagi bawahan dalam melakukan negosiasi
dengan atasan mengenai target anggaran yang dapat dicapai,
sedangkan Anjarwati (2012) mendefinisikan partisipasi
penyusunan anggaran sebagai suatu pernyataan formal yang
dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan
dilakukan pada masa yang akan datang pada periode tertentu.

Menurut Aprila dan Hidayani (2012), Partisipasi yang
tinggi dalam proses penganggaran diharapkan dapat
memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berpartisipasi
dan memberikan saran pada persiapan anggaran sehingga
anggaran yang akan dibuat lebih efektif dan efisien. Manajemen
sumber daya manusia selama ini telah diterapkan, namun hasil
dari penerapan tersebut belum terealisasi secara optimal sesuai
yang diharapkan. Ini tercermin dari pencapaian Kkinerja
pegawai yang masih rendah dalam mengembang amanah
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Amri et
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al. (2009) menyatakan menilai pemerintahan tercermin dari
pencapaian Kinerja. Kinerja pemerintahan yang baik
dihasilkan dari aparatur yang bersih dan berwibawa sesuai
hasil kerja yang dicapai.

c. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang
menggambarkan sistem pertanggung- jawaban dari bawahan
(pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian
anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat
memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam meng-
implementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Anjarwati,
2012)

d. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi di sekolah sangat penting,
terutama dalam pengelolaan inventaris aset sekolah. Pengendalian
akuntansi menurut Herawati (2011), pengendalian akuntansi
adalah perencanaan organisasi serta prosedur dan catatan terkait
dengan pengamanan harta kekayaan organisasi dan reliabilitas
laporan keuangan, sedangkan menurut Kusumaningrum
(2010), pengendalian akuntansi (Accounting Controls) adalah
pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan
menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengendali an akuntansi
cenderungan untuk menciptakan senjangan anggaran (Yilmaz
dan Ozer, 2011). Penggunaan system pengendalian akuntansi
memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-
keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan
lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas
keberhasilan ter tentu dan memilih alternatif terbaik dalam
setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan
kinerja (Nuraini dkk, 2012:63).
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BAB IV
MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIK

anajemen Kinerja sektor publik (pemerintahan) telah

dimulai sejak dicanangkan  penerapan  sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP) melalui
Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999. Sistem AKIP
mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun rencana
stratejik (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil dari
pelaksanaan rencana stratejik, berupa keluaran (output) dan hasil
(outcome) selanjutnya dilakukan pengukuran Kkinerja dan
evaluasi kinerja, sehingga diperoleh informasi umpan balik
sebagai perbaikan kinerja pada periode mendatang. Pelaksanaan
sistem AKIP, selanjutnya disempurnakan dengan dukungan
sistem lainnya yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004) dan Sistem penyusunan
anggaran berbasis kinerja UU Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan UU 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara.

Namun demikian, pelaksanaan sistem AKIP yang telah
didukung dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang
berbasis kinerja tersebut, belum mampu meningkatkan kinerja
instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sistem AKIP, SPPN dan Sistem Penganggran

70 A. Rusdiana &Nasihudin



Berbasisi Kinerja, masih terbatas pada tataran formal, belum
banyak menyentuh pada tataran substansi kinerja pemerintah
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Kondisi ini antara lain disebabkan kurang
efektifnya pelaksanaan manajemen Kinerja instansi pemerintah,
serta belum adanya dukungan sistem informasi manajemen
kinerja. Harmonisasi antar sub sistem AKIP belum terlaksanana
dengan baik antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (SPBK), Sistem
Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) serta Sistem Informasi
Manajemen Kinerja (SIM Kinerja).

A. Konsep Dasar Manajemen Kinerja
1. Pengertian Manajemen Kinerja

Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan
rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan Kinerja,
pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak
lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian
kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan.

Manajemen Kinerja adalah komunikasi yang dilakukan
secara terus menerus, dimana antara bawahan dengan atasan
merupakan suatu mitra, Bacal (2005: 3). Proses ini akan
menghasilkan harapan dan pemahaman yang jelas mengenai
pekerjaan yang dilakukan. Menurut Ruky (2001:6), Manajemen
Kinerja terkait dengan usaha, program dan kegiatan oleh
pimpinan organisasi dalam merencanakan, mengarahkan dan
mengendalikan kinerja pegawai. Selanjutnya, Wibowo (2007: 9),
menyebutkan bahwa manajemen kinerja merupakan suatu
pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan berdasarkan visi bersama dan pendekatan strategis
yang terpadu.

Menurut Udekusuma (2007:104), manajemen Kinerja
adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk
menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu
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sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu maupun tujuan
perusahaan dapat bertemu. Dalam hal ini bagi pekerja bukan
hanya tujuan individunya yang tercapai tetapi juga ikut
berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, yang membuat
dirinya termotivasi serta mendapat kepuasan yang lebih besar.
Dari beberapa tersebut, dapat disimpulkan bahwa
manajemen kinerja merupakan cara pimpinan organisasi dalam
melakukan komunikasi dengan bawahan guna pencapaian
tujuan organisasi yang ditetapkan. LAN, membatasi pengertian
manajemen kinerja kepada suatu proses dalam membangun
kesepakatan bersama tentang apa dan bagaimana untuk
mencapai tujuan organisasi. (LAN, 2008: 12).
2. Tujuan Manajemen Kinerja
Tujuan dari manajemen kinerja adalah (Williams, 1998;

Armstrong & Baron, 2005; Wibisono, 2006):

a. Mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan
terorganisir.

b. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu Kkinerja
organisasi.

¢. Membantu penentukan keputusan organisasi yang berkaitan
dengan Kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam
organisasi, dan kinerja individual.

d. Meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan
dengan perbaikan berkesinambungan.

e. Mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur, dengan
semangat, dan produktif sehingga hasil kerja optimal.

Manajemen kinerja yang efektif akan memberikan
beberapa hasil, diantaranya adalah:

a. Tujuan yang jelas bagi organisasi dan proses yang benar
untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengukur, dan
membahas tujuan.

b. Integrasi antara tujuan secara luas yang dibuat oleh
manajemen senior dengan tujuan masing-masing pekerja.
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c. Kejelasan yang lebih baik mengenai aspirasi dan tujuan
organisasi.
d. Pelaksanaan dialog berkelanjutan antara manajemen dengan
pekerja.
e. Pengembangan lingkungan yang lebih terbuka.
f. Perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan.
g. Mendorong pengembangan pribadi.
Secara spesipik Amstrong (1994:117), menegaskan bahwa
tujuan manajemen kinerja, memiliki empat tujuan yaitu:
a. Tujuan Strategik
Mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi.
Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang
akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan
untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan
sistem feedback terhadap kinerja pegawai.

b. Tujuan Administratif
Menggunakan informasi manajemen kinerja khususnya

evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif,
penggajian, promosi, pemberhentian pegawai dll.

¢. Tujuan pengembangan
Dapat mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil

di bidang kerjanya, pemberian training bagi yang berkinerja
yang tidak baik, penempatan yang lebih cocok.

d. Tujuan Khusus Manajemen Kinerja
Tujuan Khusus Manajemen Kinerja, antra lain:

@ Guna
Memperoleh peningkatan kinerja suistainable,

2 Meningkatk
an motivasi & komitmen karyawan,

©)) Memungkin
kan individu untuk mengembangkan kemampuan,
meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi
yang bermanfaat bagi individu & organisasi,

4) Daya
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dongkrak untuk perubahan yang lebih berorientasi kinerja,

5) Mengemban
gkan hubungan yang terbuka konstruktif antara individu &
organisasi dalam dialog yang berkesinambungan,

(6) Menyediaka
n kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran kerja,

@) Memfokusk
an perhatian kepada atribut dan kompetensi yang
diperlukan, Manajer & karyawan membuat kesepakatan
tentang rencana pengembangan,

(8) Menyediaka
n kriteria untuk melakukan pengukuran kinerja, Landasan
bagi pemberian imbalan,

9 Memberday
akan karyawan,

(10) Mempertaha
nkan karyawan yang berkualitas,

(11) Mendukung
inisiatif manajemen yang berkualitas secara keseluruhan,

(12) Mendemons
trasikan bagaimana individu menghargai karyawan.

3. Fungsi dan Manfaat Manajemen

Kinerja

Armstrong & Baron, (2005; menyatakan bahwa, fungsi
Manajemen Kinerja sebagai proses yang terintegrasi:

a. Manajemen Kinerja;

b. Meningkatkan Kinerja
Individu & kinerja Organisasi;

c. Manajemen Reward;

d. Meningkatkan  Efektifitas
manajerial;

e. Mengembangkan

Kemampuan dan kompetensi; (Amstrong; 1994:119),
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Kelima fungsi manajemen kinerja di atas adalah suatu
yang saling terintegrasi satu denganlainnya. Satu dan lainnya
saling mendukung sehingga akan menguntungkan bagi individu
dan organsasi tempat individu tersebut bernaung. Oleh karena
itu kelima hal itu tidak dapat dipisahkan satu sama liannya.

Wibowo (2010: 33), menyatakan manfaat manajemen
kinerja tidak hanya untuk organisasi ataupun manajer tetapi
juga berguna untuk masing-masing individu anggota organisasi.

a. Untuk Organisasi
Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Organisasi, antara lain:

1) Sebagai penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan
tim (kelompok) dan individu dalam memperbaiki
kinerjaSebagai motivasi karyawan

2) Sebagai peningkatan komitmen

3) Sebagai perbaikan proses pelatihan dan pengembangan

4) Sebagai peningkatan keterampilan

5) Sebagai mengupayakan perbaikan dan pengembangan
berkelanjutan

6) Sebagai pengupayaan basis perencanaan karir

7) Sebagai pembangu menahan karyawan untuk pindah
atau minta berhenti

8) Sebagai pendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan
pelanggan

9) Sebagai pendukung program perubahan budaya.

b. Untuk Manjer atau Atasan
Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Manajer Atau Atasan

1) Sebagai pengupayaan Kklasifikasi kinerja dan harapan
perilaku

2) Sebagai penawaran peluang memanfaatkan waktu
dengan berkualitas

3) Sebagai perbaikan kinerja tim dan individu
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4) Sebagai pengupayaan penghargaan nonfinansial untuk
staf

5) Sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan
yang mempunyai kinerja rendah

6) Sebagai pengembangan individu

7) Sebagai pendukung kepemimpinan

8) Sebagai motivasi dan pengembangan tim

9) Sebagai pengupayaan kerangka kerja untuk meninjau
kembali kinerja dan tingkat kompetensi

¢. Untuk Individu
Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Individu

a. Sebagai penjelas peran dan tujuan

b. Sebagai pendorong dan pendukung agar tampil lebih
baik

c. Sebagai pembantu pengembangan kemampuan dan
kinerja

d. Sebagai peluang memanfaatkan waktu yang berkualitas

e. Sebagai dasar objektivitas dan kejujuran untuk
pengukuran kinerja

f. Agar fokus tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja
dikelola dan dilaksankaan.

B. Orirntasi Tahapan, Proses Penerapan Manajemen Kinerja
1. Orientasi Kebijakan Penerapan Manajemen Kinerja

Orientasi Manajemen Kinerja adalah bahwa Seluruh
aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur
dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu,
kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja
pemerintahan secara keseluruhan.

Penerapan  manajemen  yang  berorientasi  pada
peningkatan kinerja (performance based management) atau
disebut pula “manajemen kinerja” (performance management)
di lingkungan instansi pemerintah membutuhkan suatu proses
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yang sistematis sehingga perlu dibuat desainsistem manajemen
kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal (high
performance). Dalam konteks pemahaman ini, manajemen
kinerja dipandang sebagai cara bagaimana mencapai tingkat
hasil yang diinginkan sesuai dan sinergis dengan yang
ditetapkan atau didesain dalam perencanaan (managing for
result).

Pada dasarnya seluruh instansi pemerintah sebagian besar
berpendapat telah menerapkan sistem manajemen dalam
lingkungan instansinya. Namun, yang penting untuk dicermati,
bagaimanakah implementasinya khususnya dalam
mendorong peningkatan kinerja pegawai, kinerja unit kerja dan
kinerja instansi. Begitu pentingnya masalah kinerja individu ini,
sehingga tidak salah bila inti pengelolaan sumber daya manusia
adalah bagaiman mengelola kinerja SDM.

Disamping membuat pemetaan profil manajemen
pemerintah, kajian ini juga mengeksplorasi pendapat instansi
pemerintah tentang kriteria instansi pemerintah yang memiliki
kinerja tinggi. Beberapa kriteria yang dominan yang dapat
disebut sebagai kriteria utama instansi pemerintah yang
memiliki Kinerja tinggi, diantaranya:
menjalankan tupoksi secara konsisten,
memiliki disiplin, loyalitas dan etos kerja yang tinggi,
adanya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan,
memiliki manajemen dan prosedur kerja yang jelas,
kinerja pelayanan publik yang optimal,
memiliki perencanaan secara sistematis dan aspiratif serta

- o 00 T

berdasarkan kinerja,
g. memiliki visi dan misi organisasi yang jelas,
h. berorientasi pada hasil kegiatan dan manfaat kegiatan, dan
kriteria lainnya.
Faktor-faktor dalam manajemen pemerintah yang dapat
mendukung  pencapaian peningkatan kinerja  instansi
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pemerintah, memperlihatkan kondisi yang hampir seragam di
antara instansi pemerintah. Meskipun dengan intensitas
pendapat yang berbeda. Beberapa faktor pendukung tersebut
adalah sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, sarana
dan prasarana yang memadai termasuk anggaran, penerapan
reward and punishment yang adil dan kepemimpinan

(leadership) yang baik.

Sebaliknya untuk faktor-faktor yang dapat menghambat
pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah di
antaranya adalah penempatan SDM yang kurang tepat,
lemahnya penegakan disiplin pegawai, kompetensi dan skill
pegawai, kelemahan dalam manajemen birokrasi, keterbatasan
anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana,
lemahnya koordinasi antar berbagai pihak, dan faktor lainnya.
Sebagian besar berpendapat lingkungan internal (pengaruh
lingkungan internal birokrasi (kompetensi SDM, kelemahan
majemen, reward and punishment tidak jalan, dll) sebagai faktor
penyebab permasalahan di birokrasi pemerintah.

2. Tahapan Manajemen Kinerja

Tahapan Manajemen Kinerja Menurut Williams (1998),
terdapat empat tahapan utama dalam pelaksanaan manajemen
kinerja. Tahapan ini menjadi suatu siklus manajemen Kinerja
yang saling berhubungan dan menyokong satu dengan yang
lain.

a. Tahap pertama: directing/planning. Tahap pertama
merupakan tahap identifikasi perilaku kerja dan dasar/basis
pengukuran kinerja. Kemudian, dilakukan pengarahan
konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan terhadap
target yang akan dicapai, kapan dicapai, dan bantuan yang
akan dibutuhkan. Indikator-indikator target juga didefinisi
kan di tahap ini. Menurut Khera (1998), penentuan target/goal
akan efektif bila mengadopsi SMART. SMART merupakan
singkatan dari Spesific, Measureable, Achievable, Realistic,
dan Timebound (llyas, 2006: 28). Sebuah target harus jelas apa
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3.

yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya (spesific),
terukur keberhasilannya (measureable) dan orang lain dapat
memahami/melihat keberhasilannya. Target harus
memungkinkan untuk dicapai, tidak terlalu rendah atau
berlebihan (achievable), masuk akal dan sesuai kondisi/realita
(realistic), serta jelas sasaran waktunya (timebound).

. Tahap kedua: managing/supporting. Tahap kedua

merupakan penerapan monitoring pada proses organisasi.
Tahap ini  berfokus pada manage, dukungan, dan
pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada
pada jalurnya. Jalur yang dimaksudkan disini adalah kriteria
maupun proses kerja yang sesuai dengan prosedur berlaku
dalam suatu organisasi.
Tahap ketiga: review/appraising. Tahap ketiga mencakup
langkah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan flashback/
review kinerja yang telah dilaksanakan. Setelah itu, kinerja
dinilai/diukur  (appraising). Tahap ini  memerlukan
dokumentasi /record data yang berkaitan dengan obyek yang
dievaluasi. Evaluator harus bersifat obyektif dan netral agar
didapat hasil evaluasi yang valid.
Tahap keempat: developing/rewarding. Tahap keempat
berfokus pada pengembangan dan penghargaan. Hasil
evaluasi menjadi pedoman penentu keputusan terhadap
action yang dilakukan selanjutnya. Keputusan dapat berupa
langkah perbaikan, pemberian reward/punishment,
melanjutkan suatu kegiatan/prosedur yang telah ada, dan
penetapan anggaran.

Proses Manajemen Kinerja

Preses manajemen kinerja menurut Wibowo (2007:19)

mencakup suatu proses pelaksanaan kinerja dan bagaimana
kinerja dijalankan. Manajemen kinerja diawali dengan suatu

perencanaan tujuan yang diharapkan dan menyusun semua

sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai

tujuan tersebut. Adapun proses dari manajemen kinerja antara
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lain yakni:
a. Masukan

Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang
harus diolah supaya dapat saling bersinergi dalam meraih
tujuan organisasi. Masukan tersebut dalam bentuk Sumber Daya
Manusia (SDM), modal, material, peralatan dan teknologi dan
juga metoda serta mekanisme kerja.

Manajemen kinerja memerlukan masukan dalam bentuk
adanya kapabilitas SDM, baik pada perorangan ataupun pada
tim. Kapasitas sumber daya manusia ditunjukkan dalam bentuk
pengetahuan, keterampilan dan kompetensi.

Sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan diinginkan bisa melakukan peningkatan kualitas
proses kinerja ataupun hasil kerja. Sedangkan kompetensi
diperlukan supaya SDM mempunyai kemmapuan yang sesuai
dengan keperluan organisasi menjadikan dapat memberikan
kinerja terbaiknya.

b. Proses
Manajemen Kinerja berawal dari perencanaan tentang

bagaimana merencanakan tujuan yang diinginkan di masa yang
akan datang dan merancang seluruh sumber daya dan juga
aktivitas yang diperlukan untuk meraih tujuan.

Jalannya rencana dimonitoring dan diukur kemajuannya
dalam meraih tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali
dilakukan untuk mengoreksi dan menetapkan langkah yang
harus ditempuh apabila ada deviasi terhadap rencana.

Manajemen Kkinerja menjalin terjadinya saling menghargai
kepentingan antara pihak yang terlibat dalam prose kinerja.
Prosedur dalam manajemen kinerja dilaksanakan secara jujur
untuk melakukan pembatasan dampak kerugian pada individu.
Proses manajemen kinerja dilaksanakan secara transparan
utamanya pada orang yang terpengaruh oleh keputusan yang
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timbul dan orang yang memperoleh kesempatan melalui dasar
dibuatnya suatu keputusan.

c. Keluaran
Keluaran merupakan hasil lansung dari kinerja organisasi,

baik berupa barang ataupun jasa. Hasil kerja yang diraih
organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan.
Keluaran dapat lebih besar ataupun lebih rendah dari tujuan
yang sudah ditentukan. Apabila terdapat deviasi akan menjadi
umpan balik dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan
implementasi kinerja yang telah dilakukan.

d. Manfaat
Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga

memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja
dapat bersifat positif untuk organisasi, seperti karena
keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya akan memberi
dampak terhadap peningkatan motivasi sehingga semakin tinggi
kinerja organisasi.

Tetapi dampak keberhasilan seseorang bisa bersifat
negatif, apabila karena keberhasilannya dia menjadi sombong
yang akan membuat suasana kerja tidak lagi kondusif.

C. Langkah Manajemen Kinerja

Manajemen merupakan langkah-langkah pengelolaan
sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang
meliputi unsur perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendalian
(Controlling). Kinerja atau performance merupakan suatu hasil
(outcome) organisasi sesuai dengan visi dan misinya.

Kinerja menrupakan hasil yang menggambarkan
nilaimanfaat kehadiran sebuah organisasi yang dirumuskan
dalam visi dan misi. Dengan demikian, manajemen Kinerja
merupakan suatu pengelolaan sumber daya organisasi dalam
menghasilkan manfaat baik bagi organisasi maupun pelanggan
sesuai dengan visi dan misinya.
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Untuk menerapkan pola manajemen Kkinerja tersebut,
berikut disampaikan sepuluh langkah praktis sebagai panduan
manajemen meneraplan polamanajemen berbasis kinerja yang
efektif. Menurut Bacal, (2005: 33), langkah-langkah untuk
mengembangkan system manajemen kinerja antara lain,
sebb.:

Langkah 1 - Penajaman Visi dan Misi

Instansi pemerintah pada saat ini dihadapkan pada suatu
tantangan untuk memberikan suatu pelayanan publik yang
berkualitas dan prima secara ekonomis, efektif dan efisien; di sisi
lain, pemerintah dihadapkan pula pada kendala sumber daya
yang terbatas. Oleh karena itu, organisasi publik seperti instansi
pemerintah dituntut mampu merumuskan dan mempertajam
visi dan misi yang mampu mendorong instansi untuk
memberikan pelayanan prima-berkuakitas dan menyiapkan
organisasi untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang
tersebut. Visi dan misi harus mempu memberikan pengaruh
dan menantang seluruh anggota organisasi dan pemangku
kepentingan lainnya (stakeholders) untuk mewujudkan pelayanan
publik tersebut.

Pada saat ini, perumusan visi pada renstra instansi
pemerintah masih merupakan “untaian kata-kata indah, yang
panjang dan penuh dengan paduan nilai-nilai luhur yang
melangit (abstrak)”.

Perumusan visi demikian, selain sulit untuk diingat dan
dipahami, juga tidak memberikan spirit pengaruh yang
menantang bagi organisasi untuk merealisasikan. Perumusan
seperti: “Terwujudnya Kabupaten/Kota sejahtera, demokratis
dan agamis serta dijiwai oleh semangat reformasi menuju
masyarakat madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia”, merupakan salah satu contoh perumusan visi dan
terlalu panjang, tidak mudah diingat serta tidak memberikan
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pengaruh yang menanatang untuk merealisasikannya.
Bandingkan dengan salah satu contoh visi Pemerintah Miami-
Dade Country, salah satu negara bagian Florida, USA, yang
merumuskan visinya sebagai berikut: Delivering Excellence
Everyday/memberikan pelayanan publik yang prima setiap saat”.

Visi yang baik selain singkat dan mudah untuk diingat,
juga mengandung makna yang memberikan pengaruh,
menantang serta menarik bagi seluruh karyawan, pelanggan dan
stekeholders untuk bersama-sama merealisasikan kondisi ideal
yang diinginkan. Visi juga sebaiknya tetap sepanjang waktu dan
selalu mutakhir dan tidak usang (up-date) sesuai dengan
perkembangan kondisi dan lingkungan stratetji disekitarnya.
(Vincent Gaspersz: 2004, 32-33).

Demikian juga dengan penajaman perumusan misi.
Perumusan misi hendaknya merupakan suatu pernyataan
singkat dan menyeluruh tentang manfaat keberadaan suatu
organisasi publik serta program yang akan dilakukan dalam
rangka merealisasikan visi. Perumusan misi menunjukkan jati
diri organisasi publik, program yang akan dilakukan, untuk
siapa program tersebut dilaksanakan, serta bagaimana sumber
daya disediakan untuk melayani usaha/program tersebut.
(Vincent Gaspersz: 2004, 35)

Kelemahan perumusan misi pada instansi pemerintah
adalah bahwa merumuskan misi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi serta dirumuskan sesuai dengan bidang
organsasi pada strktur organisasi. Permusan misi seperti
demikian, selain tidak memenuhi Kkriteria perumusan misi yang
baik, juga menimbulkan perilaku ego-sektoral/ego-bidang yang
justru akan menimbulkan tindakan kontra produktif (entropi)
dalam pencapaian visi organisasi.

Langkah pertama untuk melakukan penajaman visi dan
misi tersebut merupakan langkah awal bagi pimpinan organisasi
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untuk menggerakkan seluruh sumber daya organisasi untuk
bergerak bersama dalam satu tekad, bahasa, dan satu langkah
mewujudkan visi dan misi.

Langkah 2 - Penajaman Prioritas / Pemilihan Focus Area

,—
22010
3000

Gambar: 4.1
Penajaman Prioritas/Pemilihan Focus Area
Sumber: Vincent Gaspersz: 2004
Sebagaimana diungkapkan pada uraian sebelumnya

bahwa instansi pemerintah dewasa ini,disatu sisi dihadapkan
pada tantangan dan tuntutan untuk memberikan pelayanan
publik yang prima dan berkualitas; dan di sisi lainnya instansi
pemerintah juga dihadakan pada kendala keterbatasan sumber
daya publik (anggaran, SDM, dan sarana) untuk memberikan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan keterbatasan sumber daya tersebut, instansi
pemerintah dituntut untuk mampu menajamkan prioritas pada
bidang (focus area) yang akan diutamakan di dahulukan (First
things First). Dalam pengertian ini, dengan keterbatasan sumber
daya, tidak seluruh bidang tugas harus dilaksanakan oleh
instansi pemerintah pada saat atau pada tahun anggaran yang
sama. Perspektif renstra dengan periode jangka menengah (5
tahunan), menuntun instansi pemerintah untuk lebih
memfokuskan pada bidang tertentu yang mempunyai dampak
(multiplier effect) yang lebih besar bagi pencapaian visi dan misi.
Penajaman prioriotas, bukan berarti mengabaikan sektor atau
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bidang lainnya, tetapi lebih merupakan upaya mensinergikan
pembangunan bidang lain tersebut pada focus area yang
dijadikan prioritas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
proses bisnis pelayanan publik serta pemetaan strategi (stategic
mapping) perlu mendapatkan perhatian instansi pemerintah
ketika menyusun perencanaan program dan penganggarannya.

Kelemahan dalam praktik penyusunan prioritas program
pada instansi pemerintah dewasa ini adalah proses perencanaan
yang lebih terfokus pada upaya alokasi anggaran pada semua
sektor secara proporsional dan bukan pada capaian kinerja yang
diinginkan dan dijadikan prioritas tahunan. Perencanaan dan
penganggaran yang berbasis kinerja belum menjadi paradigma
dan pola pikir instansi pemerintah. Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) pada pemerintah daerah masih merupakan
upaya rutinitas tahunan alokasi anggaran per sektor daripada
upaya pencapaian kinerja. Dengan pola pikir demikan, maka
seluruh sektor atau bidang akan menjadi prioritas pada satu
tahun anggaran.

Penyusunan program lebih cenderung memenuhi
kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bersifat
“URGENT” dan menomorduakan pertimbangan apakah
program tersebut merupakan program yang “PENTING” dan
layak dijadikan prioritas. Dengan mempertimbangkkan urgensi
dan arti penting program, maka penetapan prioritas dapat
dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:

- Prioritas pertama: Program yang “PENTING” dan belum
“TIDAK URGENT”

- Prioritas Kedua: Program yang “PENTING” dan “URGENT

- Sedangkan program vyang “Tidak PENTING” tetapi
“URGENT?, seharusnya mulai dikurangi dan agar dihindari
pelaksanaan program yang “TIDAK PENTING” dan
“TIDAK URGENT?”.
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Sebagai contoh : program yang penting dan Belum urgent
seperti pemasangan sistem hidran pemadam kebakaran pada
setiap gedung, sedangkan program yang penting dan urgent
adalah kegiatan pemadaman kebakaran. Penyusunan program
harus lebih memprioritaskan program yang penting tetapi
belum urgent (lebih bersifat pencegahan dan berdampak jangka
panjang), seperti pemasangan sistem hidran pemadam
kebakaran daripada program pemadaman kebakaran, tang lebih
bersifat penanganan masalah (represif dan telah menimbulkan
pengorbanan sumber daya yang besar. (Lihat gambar Kuadran
“URGENSI”).

Gambar: 4.2
Kuadran Urgensi
Sumber: Vincent Gaspersz: 2004
Langkah 3 - Penyusunan Indikator Kinerja yang realistis

Manajemen kinerja berusaha untuk mampu menjawab
keberhasilan atau kegagalan suatu program prioritas dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu,harus
ada ukuran yang akurat, realistis dan menyeluruh untuk
menetapkan tingkat capaian kinerja yang disebut indikator
kinerja.

Ukuran-ukuran  kinerja  (indikator Kkinerja) yang
menyeluruh harus terkait dengan misi, tujuan dan sasaran
program prioritas. Ukuran kinerja yang bersifat menyeluruh
harus memperhatikan berbagai aspek sekaligus, baik aspek
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kualitas, kuantitas, efisiensi dan ketepatan waktu. Selain itu,
ukuran Kkinerja harus memiliki kemampuan untuk mengukur
dengan akurat (measurability), dapat dipercaya (sahih/valid),
memberikan tanggung jawab yang jelas, memperhatikan
prioritas dan berguna untuk pelanggan internal dan eksternal,
pemangku kepentingan (stakeholders) serta pengambil keputusan
(Vincent Gespertsz: 2004 hal. 57). Dengan Kkatalain, ukuran
kinerja  (indikator  kinerja) harus  memenuhi  aspek
kualintas,kualitas, efisiensi dan ketepatan waktu. Kriteriaumum
yang sering digunakanadalah kriteria SMART (spesific,
measurable, achivable, result oriented dan timeliness).

Satu hal yang penting harus diperhartikan, bahwa kriteria
kinerja (indikator kinerja) yang ditetapkan sebaiknya merupakan
indikator hasil (outcome) dan bukan sekedar indikator keluaran
(output). Berdasarkan kriteria dan pertimbangan dalam
pemilihan indikator kinerja, Indikator hasil (outcome) lebih
menunjukkan kualitas sebuah keluaran (output) yang dapat
memberikan manfaat (tepat waktu).

Kelemahan penetapan indiaktor kinerja pada instansi
pemerintah sebagian besar menetapkan indikator keluaran
(output) dan bukan hasil (outcome). Indikator keluaran hanya
memberikan gambaran ukuran kuantitatif dan tidak
menunjukkan ukuran kualitas sebuah keluaran. Indikator
demikian, berpotensi besar memberikan gambarran yang
menyesatkan dan mengarahkan kepada hal yang salah dalam
pengambilan keputusan.

Sebagai contoh : Indikator Kinerja: “jumlah kasus yang
ditangani” merupakan indikator keluaran (output) yang hanya
berorientasi pada ukuran kuantitas dan belum memberikan
ukuran kualitatif seperti manfaat. Indikator ini akan
memberikan gambaran yang mengarahkan anggota organisasi
untuk bekerja hanya sekedar meyelesaikan kasus yang diproses
(yang penting selesai) dan mengabaikan kualitas proses
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penangannya. Indikator seperti demikian, seharusnya direvisi
dengan mengarahkan pada indikatorhasil (outcome), seperti:
“jumlah kasus yang dimenangkan di pengadilan”. Indikator ini
lebih menunjukkan ukuran kualitatif, tanpa mengabaikan
ukuran kuantitatif serta ketepatan waktu proses penanganan
kasus; artinya, jika proses penanganan kasus ditangani secara
profesional, maka penanganan kasus tersebut akan mampu
dimenangkan di pengadilan dan memberikan hasil
penyelamatan kerugian keuangan negara.

Langkah 4 - Penganggaran yang Rasional dan Efektif

Manajemen kinerja akan terlaksana dengan baik jika
didukung dengan suatu mekanisme penganggaran Yyang
berbasis pada pencapaian indikator Kkinerja yang telah
ditetapkan dalam tahap sebelumnya (langkah #3). Mekanisme
penganggran ini dikenal dengan istilah Penganggaran Berbasis
Kinerja. Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode
penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap
pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil
tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
(DPKU-BPKP: 2005: 28-29).

Cara untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
tersebut dituangkan dalam strategi berupa kebijakan dan
program kerja/kegiatan yang diikuti dengan pembiayaan pada
setiap tingkat pencapaian tujuan. Elemen-elemen yang penting
untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis Kkinerja
adalah:

a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.

b. Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi
pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga
dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.

Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat
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digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman,

penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu
keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis
kinerja, yaitu:

a. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen
organisasi.

b. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.

c. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan
tersebut (uang, waktu dan orang).

d. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.

e. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Sarana yang harus disiapkan agar pelaksanaan PBK dapat
berhasil antara lain:

a. Indikator kinerja, ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari program/kegiatan yang direncanakan

b. Capaian/target kinerja; ukuran prestasi yang akan dicapai
(kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas);

c. Analisis standar belanja; penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan;

d. Standar satuan harga; harga standar setiap satuan unit barang
yang berlaku di suatu daerah dengan SK Kepala Daerah;

e. Standar pelayanan minimal, tolok ukur kinerja (jenis dan
mutu pelayanan dasar)

Langkah 5 - Fit & Proper Test : Participative Leadership

Melalui penerapan manajemen kinerja, maka
kepemimpinan suatu instansi menerapkan Prinsip
Kepemimpinan Partisipatif (Partisipative Leadership). Dalam
prinsip ini, setiap kepemimpinan di instansi yang diseleksi
melalui upaya Fit and proprer Test, akan menerapkan prinsip
partisipatif dengan pokok-pokok sebagai berikut:
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a. Kepemimpinan adalah upaya membimbing seluruh anggota
organisasi mencapai tujuan/ sasaran/ indikator Kinerja utama
yang telah ditetapkan (The Leadership is to lead achieving goals)

b. Setiap level kepemimpinan memberikan kontribusi Kinerja
kepada capaian instansi instansi diatasnya. Setiap level
kepemimpinan bertanggung jawab & akuntabel terhadap
pencapaian kinerja.

Sebagai contoh dalam kasus pemerintahan daerah,
Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pencapaian hasil
(outcome). Kepemimpinan dibahawahnya adalah para Kepala
Dinas (eselon 1I), para Kepala Bidang (eselon Ill) dan setiap
Kepala Seksi. Setiap jenjang kepemimpinan pemerintahan
daerah mulai dari staf, eselon IV, Ill, dan Il akan memberikan
kontribusi kinerja yang bermanfaat bagi pencapaian kinerja pada
pimpinan level atasnya.

Kondisi ini dapat terjadi, penyusunan indikator kinerja
harus dilakukan mulai dari tingkatan yang paling bawah (Staf /
eselon V) sampai dengan Kepala Daerah dan DPRD.
Selanjutnya, Kepala SKPD berkewajiban untuk meneruskan
kontrak kinerja nya dengan membagi kinerja tersebut ke masing-
masing level pimpinan.

Melalui penerapan partisipative leadership tersebut, setiap
tingkatan mempunyai peran dan memberikan kontribusi
kinerjanya kepada pimpinan level atasnya.

Langkah 6 - Penandatanganan Kontrak Kinerja

Setiap jenjang kepemimpinan menandatangani Kontrak
Kinerja yang disertai kewenangan penuh terhadap pengelolaan
sumber daya, baik keuangan, sumberdaya manusia serta sarana
dan prasarana.

Dalam struktur pejabat pengelola keuangan negara di
pemerintahan di Indonesia, kewenangan penuh ini diberikan
kepada pejabat Pengguna Anggaran. Pengguna anggaran
berwenang untuk menyusun dokumen anggaran, melaksanakan
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anggaran, memerintahkan pembayaran atas beban anggaran
negara, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan kontrak kinerja ini harus jelas mencantumkan
butir-butir kontrak kinerja yang akurat yaitu antara lain
meliputi:

a. Indikator kinerja yang jelas yaitu berupa indikator
kinerja utama (IKU) serta target yang harus dicapai
selama  tahun anggaran. Dalam  pelaksanaan
akuntabilitas di Indonesia ditetapkan dalam bentuk
Penetapan Kinerja (TAPKIN).

b. Sumber Daya Organisasi yang diberikan oleh pemberi
mandat berupa anggaran, yang dituangkan dalam
bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA
ini disusun oleh penerima mandat mengacu pada target
kinerja yang disepakati dan disanggupi untuk dicapai
sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Penetapan
Kinerja (TAPKIN).

Kontrak kinerja ini harus ditandatanganni antara pemberi
mandat (pimpinan) kepada penerima mandat sebagai pelaksana,
misalnya antara Presiden (Pemberi Mandat) dengan
Menteri/Pimpinan Lembaga (Penerima Mandat), atau Kepala
daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) dengan Kepala SKPD
(Kepala Dinas). Selanjutnya, secara hirarkis kontrak kinerja ini
akan diteruskan sampai kepada jenjang kepemimpinan yang
paling bawah, seperti dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang,
Kepala Bidang kepada Kepala seksi, dst.

Langkah 7 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Kinerja

Pelaksanaaan manajemen kinerja yang didukung dengan
anggaran berbasis kinerja akan dapat terlaksana dengan baik,
jika infrastruktur administrasi publik telah terbangun dengan
baik. Selama ini, menerapkan laporan kinerja (LAKIP) tetapi
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belum didasarkan pada sistem informasi manajemen Kkinerja
yang handal dan kurat. Dengan demikian, hasil yang
dituangkan dalam LAKIP pun masih diragukan keakuratannya.
Oleh Kkarena itu, sudah saatnya dibangun Sistem Informasi
Manajemen Kinerja yang dioperasikan dengan basis teknologi
informasi (T1). Dengan SIM Kinerja ini, akan diperoleh data-
data akurat tentang kondisi kinerja pemerintah yang riil dan
akurat.

SIM kinerja harus dirancang untuk memenuhi penerapan
manajemen berbasis kinerja, baik dalam penyusunan rencana
stratejik, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta
pelaporan kinerja secara terintegrasi dan komprehensif. Dengan
data dan informasikinerja yang akurat tersebut, akan dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
oleh para manajer pengambil keputusan, baik untuk
meningkatkan kinerja yang akan datang maupun merevisi
rencana Kkinerja dan anggaran tahun sebelumnya, jika
diperlukan.

Langkah 8 - Pengendalian dan Pemantauan Program (Program
Review)

Kaidah umum dalam manajemen meliputi unsur
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
Pengendalian merupakan salah satu unsur penting dalam
manajemen untuk selalu melihat kesesuaian pelaksanaan
program dengan rencananya. Pengendalian program dilakukan
secara terus menerus, tidak perlu menunggu sampai dengan
selesainya suatu program. Pengendalian secara terus menerus
ini dilakukan melalui proses reviu yang kontinyu dan
berkelanjutan meliputi 3 perspektif reviu program yaitu reviu
relevansi program, reviu efektivitas kinerja program dan reviu
efisiensi program.

a. Reviu atas relevansi program
Reviu atas kesesuaian program terhadap tujuan dan
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sasaran yang akan dicapai. Apakah program dan sasaran yang
dilaksanakan secara logis akan mampu mencapai tujuan dan
sasaran Yyang ditetapkan. Apakah program yang telah
dilaksanakan telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat
(community needs), sebagai pelanggan utama instansi
pemerintahan.

b. Reviu atas kinerja program
Reviu atas pelaksanaan program dan tingkat capaian

kinerja program terhadap target kinerja yang ditetapkan.
Apakah program telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan? Jika terjadi kesenjangan
capaian kinerja (performence gap),maka dilakukan evaluasi atas
hambatan dan kendala pencapaian target tersebut serta
dicarikan solusi pemecahan masalah untuk mempercepat
pencapaian capaian Kinerja.
¢. Reviu atas efisiensi program

Reviu atas penggunaan sumber daya organisasi untuk

pelaksanaan program telah dilakukan secara ekonomis dan
efisien? Dalam reviu pengelolaan sumber daya ini perlu
diberlakukannya standar-standar penilaian seperti standar
belanja umum atau standar harga untuk mereviu keekonomisan
suatu pengeluaran dana, sarana dan prasarana. Standar belanja
khusus serta standar pelayanan minimal,juga perlu diterapkan
dalam mengukur tingkat keefisienan pelaksanaan suatu
program/kegiatan.

Hasil dari reviu yang berupa kesenjangan, hambatan dan
kendala harus segera ditindaklanjuti pada saat terjadinya, tanpa
harus menunggu program selesai dilaksanakan. Tindak lanjut
yang dilakukan mungkin berupa perbaikan, serta pemecahan
masalah atas hambatan dan kendala yang dihadapi.

Langkah 9 - Pelaporan Tahunan Akuntabilitas Kinerja

Laporan  Akuntabilitas kinerja merupakan sarana
komunikasi dan informafasi untuk melaporkan keberhasilan /
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kegagalan pelaksanaan amanah, tingkat capaian kinerja yang

telah dicapai hingga saat ini, serta evaluasi atas keberhasilan

maupun kegagalan pencapaian Kinerja. Beberapa butir penting

yang harus dilaporkan dalam laporan kinerja ini meliputi :

a.

94

Tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi
yang ditunjukkan dari tingkat capaian indikator kinerja
utama (key performance indicator) instansi pemerintah; seperti
kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kkinerja
peningkatan pelayanan aparatur, kinerja peningkatan daya
saing

Tingkat capaian kinerja program yang ditunujukkan dengan
tingkat capaian indikator Kinerja sasaran program yang
berorientasi pada pencapaian hasil suatu program (outcome);
seperti capaian indikator kinerja program wajib belajar 12
tahun berupa tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) setiap
jenjang pendidikan, tingkat capaian penurunan tingkat
kematian Balita, dsb.

Evalusi atas kesenjangan capaian Kkinerja (performance gap)
yang melaporkan kesenjangan capaian kinerja yang terjadi
serta hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja, baik
internal maupun eksternal. Informasi atas hasil evaluasi ini
merupakan informasi utama dan sangat penting yang harus
dilaporkan dalam LAKIP, karena informasi ini bermanfaat
bagi manajemen dalam mengambil keputusan guna
merumuskan strategi lanjutan untuk perbaikan peningkatan
kinerja pada periode berikutnya.

. Akuntabilitas pengelolaaan sumber daya organisasi, baik

sumber daya keuangan, manusia, maupun sarana dan
prasarana. Informasi ini sebagai sarana pertanggungjawaban
atas efisisiensi dan kehematan atas penggunaaan sumber
daya dalam pencapaian kinerja yang telah dilaporkan.

. Rekomendasi dan saran berupa strategi pemecahan masalah

atas beberapa permasalahan yang telah dilaporkan. Informasi
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ini antara lain memuat alternatif-alternatif strategi yang

disarankan untuk manajemen dalam rangka perbaikan dan

peningkatan Kinerja pada periode berikutnya.
Langkah 10 - Performance Evaluation Jangka menengah

Pada akhir tahun atau pada akhir periode rencana stratejik

jangka menengah (renstra/RPJM) dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan program sekaligus penilaian kinerja atas hasil
pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa periode:
apakah telah mencapai tujuan dan sasaran dalam renstra.
Evaluasi strategi program jangka menegah tersebut meliputi :

a. Evaluasi Kelayakan (Appropriate Evaluation)
Mengevaluasi apakah program-program pemerintah telah

menyentuh  kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat (community needs)

b. Evaluasi atas efektivitas program (Effectiveness
Evaluation)
Bagimana pencapaian hasil proses pembangunan ?

Apakah masyarakat telah sejahtera? Apakah pelayanan telah
memuaskan masyarakat ? Apakah kondisi daesrah mempunyai
daya saing atau keunggulan untuk dikembangkan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

c. Evaluasi atas efektivias biaya pelaksanaan program dan
Evaluasi atas efisiensi pelaksanaan program(Efficiency &
Cost Effectivness Evaluation)

Bagaimana proses manajerial pemerintahan apakah telah

berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah tata
kelola pemerintahan yang baik yang ditunjukkan dengan
indikator tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

D. Pandangan dasar, Prinsip, Kebijakan, dan Orientasi
Penerapan Konsep Manajemen Kinerja di Indonesia
1. Pandangan Dasar Sistem Manajemen Kinerja
Bacal (1998) mengungkapkan lima pandangan dasar dalam
sistem manajemen kinerja., yaitu:
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a.

b
C.
d

Model integratif untuk kinerja organisasi. Pada pandangan
ini, manajemen Kkinerja sebagai suatu struktur sistem
integratif yang saling berkesinambungan antar aspek.
Sehingga, keberhasilan manajemen Kinerja ditentukan oleh
keseluruhan aspek yang ada dalam suatu organisasi, tidak
ditentukan bagian per bagian.

. Fokus pada proses dan hasil. Manajemen Kkinerja menjadi
suatu sistem yang tidak hanya berorientasi pada hasil
(pandangan tradisional). Proses menjadi salah satu aspek
penunjang yang penting dalam penentuan hasil yang baik.
Keterlibatan pihak yang berkaitan dalam pencapaian tujuan.
Pekerja sebagai subyek utama yang melakukan proses bisnis
organisasi secara langsung. Maka dari itu, keterlibatan pihak
yang berkaitan (pekerja) menjadi penunjang dalam
pencapaian tujuan organisasi.

. Penilaian kinerja objektif dan mengena pada sasaran.
Manajemen kinerja mencakup penilaian kinerja objektif dan
sesuai dengan sasaran tiap bagian organisasi yang berkaitan.
Akhirnya, hal ini berpotensi pada dampak positif dari
penilaian kinerja yang sukses dan terstruktur.

Evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan.
Manajemen kinerja yang baik mampu menyediakan suatu
hasil evaluasi kinerja terukur. Hasil evaluasi dapat
memberikan informasi pada pihak terkait (atasan maupun
bawahan). Informasi mengenai hasil evaluasi dapat menjadi
sarana pembelajaran dan penentu tindakan perbaikan di
masa mendatang.
Prinsip Dasar Manajemen Kinerja

Adapun prinsip dasar manajemen kinerja sebuah

rganisasi/perusahaan antara lain:

Menghargai kejujuran

. Melakukan pelayanan
Memiliki tanggung jawab

. Dirasakan seperti bermain
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Terdapat perasaan kasihan
Terdapat perumusan tujuan
Terdapat konsensus dan kerja sama

Sa =+ o

Sifatnya berkelanjutan

. Terjadi komunikasi dua arah
Memperoleh umpan balik

—

3. Model Manajemen Kinerja

Model Manajemen Kkinerja adalah proses tentang
dijalankan dan di ungkapkannya manajemen Kkinerja dengan
cara yang berbeda beda, dari yang sangat sederhana dan
mendasar sampai pada proses yang mendalam. Menurut
Wibowo (2007:110), ada 5 model manajemen kinerja yang mukin
untuk diterapkan, diantaranya sebagai berikut :
a. Model Deming

Rencana

G""--.__‘___‘_
— ~

Preview Tmdakan

T~ —

-—._O___--
Monitor

Gambar: 4.3
Model Manajemen Kinerja Deming
Sumber: Wibowo (2007)
Model Deming menjelaskan proses manajemen Kkinerja

dimulai dengan menyusun:

1) Menyusun Rencana

2) Melakukan tindakan pelaksanaan

3) Memonitor jalan dan hasil pelaksanaan
4) Mereview atau peninjauan
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Hasil dari mereview dapat menyimpulkan kemajuan telah
dicapai sesuai dengan rencana. Namun,dapat terjadi deviasi
antara rencana dengan kemajuan yang telah dicapai. Dalam
keadaan seperti itu perlu dilakukan tindakan untuk
memperbaiki Kinerja agar tujuan yang direncanakan dapat
tercapai.

b. Model Torrington dan Hall

Torrington dan Hall menggambarkan proses mangemen
kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan
terhadap kinerja dan hasil dari suatu kinerja. Kemudian,
ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk
mencapal tujuan. Setelah itu di lakukan penilaian dan langkah
terakhir pengel olaan terhadap standar kinerja.

Mernentukan barapan
kinerja

\

Mengelola standar

kinerja [ %) Mendukung kincna
\ _,..--"'"Ff
Mereview dan Menilai
kinerja
Gambar: 4.3

Model Manajemen Kinerja Torrington dan Hall
Sumber: Wibowo (2007)
c. Model Costello
Proses manajemen yang di kemukakan oleh Costello

di mulai dengan perencanaan sehingga dapat dibuat
rencana dalam bentuk kinerja dan pengembangan. Untuk
meningkatkan kinerja degan cara Coaching pada SDM dan
Pengukuran kemajuan kinerja. Coaching dan Review
dilakukan berkala dan akhir tahun untuk meninjau
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pengembangan kinerja. Hasil dari penilaian untuk
menjadikan umpan balik di rencana tahun berikutnya.
Berikut gambaran model Costello:

[ Preplanimg I

3

FPcrformzncc and
DNevelopment Plan

I

Merit Raise or Salary W
[ Metermination Amiririn C-moobings

i <

nnual Perloremance Appraisa
and Development Review

1

| FProgress Hovecw ] | Interin Coaching |

| Interin Coaching I ¢. | Progress Rovicw |

Gambar: 4.5
Model Manajemen Kinerja Costello
Sumber: Wibowo (2007)
d. Model Armstrong dan Baron
Proses Manajemen Kkinerja merupakan serangkaian

| Progrcess Bowvicw |

A

aktivitas yang di lakukan secara berurutan agar dapat
mencapai hasil yang di harapkan. Siklus manajemen
kinerja sebagai sekuen atau urutanyang di sajikan dalam
bentuk gambar dan penjelasan sebagai berikut:

Ceorporate Mission &
Strategpic Goals

Buiiness & Departmental
Flans and Goals

1
I Competencs Requiremaents e o
l Devalopmaent Agresment Parformance Standard ]

I Competence Evidence I

| PerSormance & | | Performance Measurement ]

D elopment Plan

I

Action Werk &
Diev-elopment

[ Comtinous Monitorng &
"| Fesdback
Financisl Rewsrd Formal Raview, Fesdback, |
Ruting & Joint Assesment [
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Gambar: 4.6
Model Manajemen Kinerja Armstrong dan Baron
Sumber: Wibowo (2007)
Dari gambar: 4.6, Armstrong dan Baron,

menkonsepsikan Manajemen Kinerja, kepada delapan

komponen sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Misi dan tujuan strategis titik awal dari proses manajemen
kinerja dan dijadikan sebagai acuan untuk tingkat di
bawahnya. Perumusan misi dan tujuan organisasi ditujukan
untuk setiap kegiatan harus sejalan dan di harapkan dapat
memberikan kontribusi pada prestasi.

Rencana dan Tujuan bisnis dan Departemen merupakan
penjabaran dari misi dan tujuan organisasi.

Proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua pihak
menyiapkan pertemuan dengan mereview ulang progress
terhadap sasaran yang disetujui.

Rencana Kinerja dan Pengembangan merupakan Eksplorasi
Bersama tentang yang perlu dilakukan dan di ketahui
individu untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan
keterampilan serta  kompetensinya, Manajer dapat
memberikan dukungan dan bimbingan.

Tindakan Kerja dan Pengembangan: Manajemen Kkinerja
dapat membantu orang untuk bertindak sehingga mencapai
hasil yang sudah di rencanakan.

Monitoring dan Umpan Balik berkelanjutan: Konsep
terpenting manajemen kinerja adalah proses mengelola dan
mengembangkan standar kinerja yang baik dan secara normal
tentang menetapkan arah,monitoring dan mengukur kinerja.
Review Formal dan Umpan balik: Dalam melakukan review
secara formal pimpinan memberikan kesempatan individu
untuk memberikan komentarnya. Hasil dari review dapat
memberikan umpan balik bagi kontrak kerja.
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8) Penilaian Kinerja dan Menyeluruh; Dengan memperhatikan
hasil atau prestasi kerja dapat di tetapkan penilaian kinerja

e. Model Ken Blanchard dan Garry Ridge
Model Manajemen Kinerja menurut Ken Blanchard dan

Garry Ridge cukup sederhana dan disebut sebagai sistem.
Menurut Ken Blanchard dan Garry Ridge Manajemen kinerja
yang efektif terdiri dari tiga bagian, yaitu:
1) Perencanaan Kinerja
2) Coaching setiap hari
3) Evaluasi kinerja

Dari ketiga bagian tersebut yang paling menyerap waktu
manajer adalah evaluasi kinerja karena manajer harus menilai
kinerja tahunan dari masing-masing orang.
4. Kebijakan Penerapan Manajemen Kinerja di Indonesia

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah
penataan manajemen pemerintahan pusat dan daerah (provinsi,
kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena
keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan
manajemen di dalam birokrasi pemerintahan  untuk
melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif.
Dewasa ini, terminologi “kinerja” menjadi ikon dalam seluruh
tahapan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun
di daerah.

Penerapan dan pembaharuan manajemen berbasis kinerja
di Indonesia sebenarnya telah dilaku kan pemerintah sejak
diterbitkan nya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang
selanjutnya diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 yang terkait dengan Penetap an Kinerja sebagai bagian
yang integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya dalam membangun
kepemerintahan yang berorientasi pada hash'. Sistem AKIP yang
merupakan salah satu wujud dari penerapan manajemen
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berbasis kinerja mencakup:

a. perencana an strategik yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran);

b. perencanaan kinerja yang meliputi sasaran, program,
kegiatan dan indikator Kinerja;

c. pengukuran Kinerja yang mencakup Kkinerja kegiatan
dan kinerja sasaran;

d. pelaporan kinerja yang dituangkan dalam dokumen
Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Pada perkembangan selanjutnya juga telah diterbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain
mengamanatkan perlunya pengembangan sistem akuntabilitas
yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran,
akun tansi pemerintahan, dan pengawas an.

Terkait dengan penerapan manajemen berbasis kinerja

tersebut, Sjahruddin Rasul (2005) menyatakan bahwa:

".....Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah
diterapkan di Indonesia memiliki beberapa komponen yang
memenuhi kriteria dalam siklus manajemen berbasis Kkinerja, yaitu:
(1) perencanaan strategis; (2) rencana Kkinerja tahun an yang
menekankan komitmen organisasi untuk mencapai basil tertentu
sesuai dengan rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber
daya yang dianggarkan; (3) penetapan (kontrak) kinerja yang
didesain untuk menyediakan sebuah proses meningkatkan komitmen
untuk mengukur Kkinerja dan membangun akuntabilitas serta
kesediaan untuk membuat organisasi menjadi transparan; (4)
pengukuran dan evaluasi kinerja; serta (5) laporan kinerja yang
dipublikasikan tahun an. (Rasul, 2005: 77).

Implikasi dari itu, berbagai praktik untuk memperbaiki
akuntabilitas dan kinerja pada dasarnya (Sjahruddin Rasul, 2008.
64), mencakup lima tingkatan akuntabilitas, yaitu:

a. Tingkatan Sosial, yaitu bahwa suatu proses konsultasi
public harus ditetapkan untuk membangun visi jangka
panjang dan tujuan yang lugs dari masyarakat. Dalam kaitan
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ini, suatu laporan perkembangan tahunan harus disiapkan
untuk publik;

b. Tingkatan Pemerintah, yaitu pemerintah menyiapkan Renstra
yang mengikhtisarkan prioritas 5 tahun selama berkuasa,
pemerintah juga bisa menyiapkan perencanaan fiskal/
anggaran yang multi-tahun (medium term expenditure
framework), indikator kinerja program rnenjadi bagian dari
proyeksi tahunan, penganggran berbasis Kkinerja harus
dilakukan, suatu manajemen keuangan yang fleksibel harus
ditetapkan dengan agak kurang menekankan kepada
pengendalian input dan lebih pada pengendalian hasil
program;

c. Tingkatan Korporat, para menteri dan pimpinan BUMN
menyiapkan Renstra dan business plan terkait dengan
prioritas pemerintah, suatu renstra harus mengidentifikasi
bisnis apa yang ada dalam misi organisasi, tujuan, startegi
untuk mencapainya, suatu business plan dibuat untuk
mengidentifikasi sa saran manajemen dan ukuran Kinerja,
program dan kegiatan, serta prakiraan sumber daya yang
digunakan, pelaporan yang efektiof dibuat untuk penyiapan
anggaran pemerintah dan ke lembaga DPR;

d. Tingkatan Program, ukuran kinerja dikembangkan dan
sistem informasi diselaraskan untuk me ngumpulkan data
kinerja, kontrak/ penetapan kinerja harus ditetapkan, kinerja
dimonitor terus menerus, evaluasi program yang kompre
hensif dilaksanakan, value for money audit dilakukan oleh
auditor internal dan/atau auditor eksternal, pelatihan kepada
penanggungjawab program untuk peningkatan implementasi
manajemen ber orientasi hasil dilakukan secara berkelanjutan;

e. Tingkatan individual, penetapan Kinerja pegawai atau
individual harus ditetapkan, pen didikan den pelatihan
manajemen kinerja kepada pegawai harus dilakukan secara
berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi menekankan penyelenggaraan pemerintahan kepada
tiga aspek yaitu kelembagaan, sumber daya manusia dan ketata
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laksanaan. Aspek terakhir disebut juga business process, yang
tidak lain adalah manajemen Kinerja.

Dengan bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan
yang antara lain ditandai terbitnya Inpres No 7/1999, UU No
25/2004, UU No 17/2003, UU No 1/2004, Inpres No 5/2004, UU
No 32/2004, UU No 33/2004, PP No 6/2006, PP No 39/2006, PP No
40/2006 dan peraturan lainnya, maka penerapan manajemen
yang berorientasi pada peningkatan kinerja atau disebut pula
“manajemen kinerja” di lingkungan instansi pemerintah
merupakan suatu keniscayaan.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diemban
kepadanya. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi
pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik
dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi,
dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
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BAB V
MODEL MANAJEMEN PERENCANAAN
KEGIATAN PENELITIAN

erencanaan Penelitian sering pula disebut sebagai desain

Penelitian. Rancangan Penelitian merupakan prosedur
atau langkah-langkah aplikatif Penelitian yang berguna sebagai
pedoman dalam melaksanakan Penelitian ilmiah bagi si peneliti
yang bersangkutan. Rancangan Penelitian harus ditetapkan
secara terbuka sehingga orang lain dapat mengulang prosedur
yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran Penelitian
ilmiah yang telah dilakukan peneliti.

Perencanaan dan penganggaran Penelitian merupakan
kegiatan awal yang dilakukan para dosen/peneliti untuk
menyusun rencana kebutuhan, kegiatan dan rencana
pengeluaran biaya Penelitian , dengan merujuk pada ketentuan
penggunaan keuangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, terutama yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2017; dan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia, Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2017;

Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan
sebagai sumber data disebut subjek penelitian. Seringkali subjek
Penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel Penelitian
Apabila Penelitian ilmiah yang dilakukan menggunakan sampel
Penelitian dalam sebuah populasi penelitian, maka peneliti
harus berhati-hati dalam menentukannya. Hal ini dikarenakan,
Penelitian yang menggunakan sampel sebagai subjek Penelitian
akan menyimpulkan hasil penelitian yang berlaku umum
terhadap seluruh populasi, walaupun data yang diambil hanya
merupakan sampel yang jumlah jauh lebih kecil dari populasi
penelitian. Pengambilan sampel penelitian yang salah akan
mengarahkan peneliti kepada kesimpulan yang salah pula.
Sampel yang dipilih harus merepsentasikan populasi Penelitian.
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Dalam menuju akuntabilaitas kinerja penelitian, bagian ini
menjajikan model Manajemen Perencaan Kegiatan Penelitian
Berbasis Kinerja.

A. ldentitas Kegiatan

Secara operasional Rencana kegiatan Penelitian Kesiapan
PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat
Keterangan Pendamping ljazah, dituangkan dalam bentuk Term
Of Reference (TOR). TOR merupakan outline dari suatu kegiatan,
yang mendiskripsikan tujuan dan struktur suatu kegiatan/
proyek, negosiasi, pertemuan dll sebelum kegiatan dimulai. TOR
dalam kegiatan Penelitian ini, mencakup hal-hal sbb:

1. Nama kegiatan

Judul Penelitian: Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung
Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping ljazah:
Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah Il Jawa Barat dan
Banten.

2. Latar belakang kegiatan

Keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaam Islam Swasta
(PTKIS) di lingkungan KOPERTAIS Wilayah Il Jawabarat dan
Banten tidak kurang dari 119 PTKIS, pada umumnya, belum
menerapkan kebijakan SKPI pada lulusannya. Padahal PTKIS,
Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan S-1- yang ditempuh kurang lebih 4 tahun (8
semester) untuk S1, kurang lebih 3 tahun (6 semester) untuk
Diploma. Lulusannya diharapkan sudah memiliki Kompetensi
yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kompetensi (lulusan)
berarti kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi perlu dimiliki oleh
setiap lulusan karena itu, dapat pastikan mereka setelah lulus
akan terjun ke masyarakat dan akan bersaing dengan lulusan
dari perguruan tinggi lainnya. Hal itu, harus dibuktikan dengan
pemilikan Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI).
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Bedsakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ljazah, Transkrip
Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping ljazah Perguruan
Tinggi Keagamaan. Berlaku sejak tangal petetapannya. Tanggal
12 Januari 2016.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tujuan Penelitian
ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kesiapan;
sumberdaya manusia PTKIS dalam menerapkan SKPI,
infrastruktur pendukung PTKIS dalam menerapkan SKPI, dan
komitmen organisasi PTKIS dalam menerapkan SKPI.

3. Tujuan, penetilian

Mencermati berbagai fenomena dari perkembangan
manajemen pendidikan dan pemanfaatannya di dalam dunia
pendidikan saat ini, maka bagaimana seharusnya pihak-pihak
terkait mengantisipasi perkembangan kebijakan manajemen
pendidikan serta pemanfaatannya tanpa kehilangan kontrol dan
landasan organisasi pendidikan yang antara lain menyangkut
efektivitas dan efisiensinya, khususnya dalam implementasi
kebijakan SKPI di PTKIS, maka Penelitian ini, memeiliki tujuan
umum dan tujuan khusus:

Secara umum, penelitin ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran tentang Kesiapan PTKIS Wilayah Il Jawa Barat dan
Banten dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI..

Secara khusus peneletian ini, bertujuan untuk:

a. Mendeskripsikan bentuk Komunikasi dalam menyiapkan
Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;

b. Mendeskripsikan kekuatan sumberdaya dalam menyiapkan
Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;

C. Mendeskripsikan bentuk disposisi dalam menyiapkan
Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;

d. Mendeskripsikan bentuk struktur birokrasi/organisasi dalam
menyiapkan Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS?
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B. Masukan Proses dan Target yang dihasilkan dari Kegiatan
Masukan/input Proses dan cakupan Output kegiatan

Untuk mengetahui tentang masukan/input Proses dan
cakupan Output kegiatan, dapat dilihat pada gambar 1 berikut;

INPUT PROSES OUTPUT
REALITA (1) PERMASALAHAN (2)

- Belum siapnya Respon/kesiapan |mplentasi
PTKIS untuk me Kebijakan, SKPI pada PTKIS,
nerapkan SKPI -
pada lulusannya < L HASIL (4)

- Belum  merata- KRITERIA (3) Model Kesiapan
nya pemahaman K iKkasi PTKIS dalam
PTKIS akan pe - Romunikas mendukung
laksanaan SKPI - Sumber daya implementasi

- Dukungan || |- Sikap atau attitudes kebijakan SKPI

- Pembagian - Struktur birokrasi
Potensi

7y 1

Gambar: 3.1
Masukan Proses dan cakupan Output kegiatan Penelitian

2. Target Hsil Penelitian diharapkan

a. Aspak Penafsiran
dilingkungan PTKIS
Mendapatkan gambaran penafsiran kebijakan SKPI,

yaitu diperolehnya data informasi menganai pemahaman
khusus dalam mengimplemen tasikan, dikarenakan kebijakan
penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di
dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS.
Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat
menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini.
Menafsirkan kebijakan SKPI menjadi program.

b. Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS
Mendapatkan gambaran pengorganisasian implemetasi

kebijakan penenerapkan SKPI, vyaitu diperolehnya data
informasi menganai: (1) desain organisasi dan struktur
organisasi; (2) pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; (3)

kebijakan  penerapan  SKPI
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integrasi dan koordinasi; (4) perekrutan dan penempatan
sumber daya manusia, (5) hak, wewenang dan kewajiban, (6)
pendelegasian, (7) pengembangan kapasitas organisasi dan
kapasitas sumber daya manusia, dan (8) Budaya organisasi.
c. Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS

Mendapatkan gambaran tantang implemetasi kebijakan
penenerapkan SKPI, vyaitu diperolehnya data informasi
menganai: (1) struktur dengan strategi; (4) melembagakan
strategi; (5) mengoperasikan strategi; (6) menggunakan
prosedur untuk memudahkan implementasi.
d. Kendala yang dihadapi, dan Solusi dalam

mengiplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS;
Mendapatkan gambaran tentang kendala dan solusi

implemetasi kebijakan penenerapkan SKPI, yaitu diperolehnya
data informasi menganai: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya (3)
Sikap (dispositions atau attitudes), dan )4) Struktur birokrasi.
C. Waktu, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
1. Waktu, ksanaan Kegiatan Penelitian

Perencanaan Waktu Kegiatan Penelitian mulai dari
pembuatan 